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ABSTRAK 
 
RAMLAH WIJAYANTI (E 111 11 273), dengan judul skripsi Gerakan 
Sosial Serikat Buruh Dalam Mempengaruhi Kebijakan Upah Minimum 
(Studi : Kota Makassar 2015). Dibimbing oleh: pembimbing I          
Prof. Dr. Armin Arsyad,  M.Si dan pembimbing II A. Ali Armunanto, 
S.Ip, M.Si 
 
 
 
Tuntutan upah yang layak merupakan salah satu persoalan yang 
menjadi gerakan buruh hari ini. Adanya peran pemerintah dan penguasa 
yang juga terlibat dalam persoalan kenaikan ataupun penurunan upah 
telah memberikan posisi penting bagi pergerakan buruh hari ini. Jika 
dianalisis lebih jauh, kondisi ini telah membawa dampak bahwa persoalan 
kenaikan/penurunan upah tidak hanya dapat dipandang sebagai 
persoalan kesejahteraan buruh semata. namun gerakan yang dilakukan 
oleh serikat buruh juga bernilai politis. Dalam hal ini, perspektif ekonomi 
politik dianggap mampu menggambarkan pertentangan-pertentangan 
yang terjadi sehingga membawa arah dan peran gerakan serikat buruh 
hari ini. 
Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis (1) 
peran serikat buruh dalam memperjuangkan kenaikan Upah Minimum 
Kota (UMK) Makassar  dan (2) tarik menarik kepentingan dalam 
penetapan UMK Makassar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di 
Kota Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder. Data primer atau data utama berupa hasil 
wawancara dengan informan dan data sekunder atau data pendukung 
berupa buku, jurnal, artikel, dan internet. Informan terdiri atas empat 
orang. Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dengan para 
informan. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data Miles 
dan Haberman.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran serikat buruh dalam 
perspektif ekonomi politik kelembagaan, yaitu sebagai aktor yang mewakili 
pekerja dalam Dewan Pengupahan Kota Makassar, Lembaga Kerja Sama 
Bipartit, dan Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam rangka 
memperjuangkan kenaikan Upah Minimum Kota Makassar baik sebelum 
penetapan UMK maupun setelah penetapan UMK. Selain itu, Serikat 
buruh di Kota Makassar sebagai kelompok kepentingan melakukan aksi 
demonstrasi guna menuntut kenaikan UMK. Saluran-saluran kelompok 
kepentingan merupakan kekuatan utama serikat buruh dalam 
mempengaruhi kenaikan UMK Makassar. Bahkan sampai setelah proses 
penetapan UMK Makassar, serikat buruh memiliki peran yang penting 
dalam melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap perusahaan 
yang belum melaksanakan besarnya nilai UMK yang baru. (2) Bentuk tarik 
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menarik kepentingan dalam penetapan UMK, yaitu kepentingan serikat 
buruh fokus pada kesejahteraan buruh/pekerja sehingga meinginginkan 
kenaikan UMK yang signifikan, sedangkan kepentingan pihak Apindo 
terletak pada pengaruh UMK terhadap kinerja perusahaan. Tarik menarik 
kepentingan tersebut membawa dampak pada peran pemerintah sebagai 
aktor penengah. 
 
Kata kunci : Gerakan Sosial, Serikat Buruh, Ekonomi politik, Upah 
Minimum  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Serikat buruh di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Diawali 
dengan NIOG (Nederland Indies Onderw Genoots) atau serikat guru-guru 
bangsa Belanda pada tahun 1879. Organisasi inilah yang menjadi pemicu 
cikal bakal organisasi buruh di Indonesia. Lalu, pada 1908 terbentuklah 
Budi Utomo yang menjadi cikal bakal lahirnya organisasi buruh di 
Indonesia. Semangat gerakan anti kolonial pada masa itu telah memicu 
berbagai kekuatan buruh di tanah air. 
Pada masa awal kebangkitan organisasi buruh, kebutuhan akan 
berorganisasi menjalar tidak hanya pada sektor pekerja industri tetapi juga 
ke lingkungan pegawai perusahaan Negara. Sebagaimana digambarkan 
di atas, kondisi ekonomi bukan hanya satu-satunya faktor yang 
mendorong berdirinya organisasi-organisasi buruh, akan tetapi juga tidak 
dapat lepas dari faktor perkembangan kebijakan politik dan ekonomi 
pemerintah serta kondisi umum masyarakat Indonesia. Bangkitnya 
kesadaran bahwa jalur organisasi sebagai lembaga modern yang dapat 
menjadi alat perjuangan politik dan sosial ekonomi, membuat partai politik 
melihat adanya potensi sosial pada serikat buruh untuk menyandarkan 
harapan pada partai politik dalam memperjuangkan perbaikan nasibnya.1  
                                                        
1 Munir, Gerakan Perlawanan Buruh Gagasan Politik Dan Pengalaman 
Pemberdayaan Buruh Pra Reformasi, Jawa Timur, Omah Munir dan Intrans Publishing, 
2014, Hal 9 
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Gerakan dan organisasi buruh sempat vakum pada masa 
penjajahan Jepang. Hal ini dikarenakan pemerintah melarang 
pembentukan dan kegiatan serikat pekerja. Pasca Proklamasi 17 Agustus 
1945, gerakan buruh mulai bervariasi baik dari segi pola maupun orientasi 
gerakannya. Terutama awal tahun 1950, gerakan serikat buruh Indonesia 
diwakili oleh Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), 
Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) dan Serikat Buruh Islam 
Indonesia (SBII). Bahkan setelah tahun 1950, tidak saja ratusan serikat 
buruh baru dibentuk oleh kaum buruh, tetapi juga berbagai fedarasi baru.2 
Pada masa orde baru, pola intervensi pemerintah terhadap buruh 
menjadi hal yang sentral dalam rangka pembangunan sistem politik 
industri. Segala hal mengenai buruh diatur oleh pemerintah baik melalui 
jalur kebijakan hukum maupun jalur rekayasa politik. Otoriterisme rezim 
orde baru telah menyebabkan gerakan serikat buruh diobrak-abrik dengan 
kekerasan senjata.3 
Salah satu tolak ukur memahami gerakan buruh terletak pada 
modal serta wawasan politik pembangunan ekonomi. Gerakan buruh juga 
dapat dipahami dari pola dan orientasi gerakan tersebut sehingga 
pilihannya menjadi gerakan kesejahteraan semata atau justru memiliki sisi 
gerakan yang bersifat politis.4 
                                                        
2 Iskandar Tedjasukmana, 2008, Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia, 
Terjemahan Oleh Oey Hay Djoen, New York, Cornell University, hal. 32. 
3 Soegiri DS & Edi Cahyono, 2003, Gerakan Serikat Buruh: Jaman Kolonial 
Hindia Belanda Hingga Orde Baru, Jakarta, Hasta Mitra, hal. 63. 
4 Munir, Op.Cit., Hal 17. 
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Tuntutan upah yang layak merupakan salah satu persoalan yang 
menjadi gerakan buruh hari ini. Adanya peran pemerintah dan penguasa 
yang juga terlibat dalam persoalan kenaikan ataupun penurunan upah 
telah memberikan posisi penting bagi pergerakan buruh hari ini. Jika 
dianalisis lebih jauh, kondisi ini telah membawa dampak bahwa persoalan 
kenaikan/penurunan upah tidak hanya dapat dipandang sebagai 
persoalan kesejahteraan buruh semata. namun gerakan yang dilakukan 
oleh serikat buruh juga bernilai politis. Dalam hal ini, perspektif ekonomi 
politik dianggap mampu menggambarkan pertentangan-pertentangan 
yang terjadi sehingga membawa arah dan peran gerakan serikat buruh 
hari ini. 
Perspektif ekonomi politik sosialisme telah memainkan peranan 
penting dalam gerakan serikat buruh di Indonesia. Ide-ide sosialis, tujuan-
tujuan sosialis dan agitasi sosialis telah menjadi kekuatan dominan di 
dalam perkembangan gerakan serikat buruh Indonesia.5 Pendekatan 
strukturalisme6 menganggap Negara memiliki otonomi relatif sehingga 
dapat saja membantu kekuasaan kelas borjuis, sementara Pendekatan 
Hegelian-Marxis7 lebih melihat peran hegemoni budaya dalam 
melanggengkan kekuasaan kapitalisme. 
                                                        
5 Iskandar Tedjasukmana, Op.Cit., hal.59. 
6 Pendekatan strukturalisme merupakan salah satu interpretasi analisis marxis 
dalam perspektif ekonomi politik sosialisme. Masalah hubungan antara kaum borjuis 
dengan Negara telah menarik perhatian beberapa kelompok Marxis. Negara dianggap 
memiliki otonomi relatif yang dapat saja membantu kekuasaan kelas borjuis termasuk 
memecah persatuan politik kelas pekerja. Untuk lebih jelasnya lihat Deliarnov, 2006, 
Ekonomi Politik, Jakarta, Erlangga, hal. 48. 
7 Pendekatan Hegelian-Marxis juga merupakan salah satu interpretasi analisis 
marxis dalam perpektif ekonomi politik sosialisme yang fokus memperhatikan peran dari 
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Perspektif ekonomi politik sosialisme yang begitu kuat dalam 
sejarah gerakan buruh di Indonesia telah melahirkan kecurigaan bahwa 
Negara lebih mengutamakan kepentingan pengusaha/kelas borjuis 
daripada kepentingan buruh. Perspektif ini telah membawa perubahan 
bagi kehidupan buruh namun bukannya tanpa kritik. Menurut Jhingan8, 
teori-teori Marx dan Marxisme telah membuat pengambil kebijakan 
Negara-negara kapitalis melakukan berbagai perubahan terutama 
perbaikan terhadap gaji buruh sehingga tampaknya para penganut Marx 
tidak perlu lagi melancarkan revolusi. Teori Marx dianggap kaku dalam 
memahami bekerjanya kapitalisme. 
Kondisi ini telah membuat dibutuhkannya campur tangan Negara 
dalam setiap regulasi ekonomi. Perspektif ekonomi politik neoklasik telah 
menunjukkan pentingnya campur tangan Negara karena kebanyakan 
regulasi industri dilakukan atas desakan-desakan kelompok kepentingan. 
Hal ini memberikan peran pada Negara dalam mengawasi kekuasaan 
yang dimiliki perusahaan.9 Walau demikian, aliran neoklasik sangat 
menekankan kompetisi sehingga secara global hanya menguntungkan 
Negara-negara maju dan Negara-negara berkembang dikontrol oleh 
Negara-negara maju.10 Dalam teori ketergantungan (dependensia), 
                                                                                                                                                        
ide-ide dan budaya secara umum. Pendekatan ini dikembangkan oleh Antonio Gramsci 
yang menekankan perlunya hegemoni budaya dalam memelihara kekuasaan kelas. Lihat 
Ibid., hal. 49. 
8 Ibid., hal. 51. 
9 Ibid., hal. 57. 
10 Ibid., hal. 79. 
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investasi Negara-negara maju ke Negara-negara berkembang 
menyebabkan upah buruh yang murah.11 
Hal ini diperkuat oleh kemunculan ekonomi politik neoliberalisme 
yang memiliki konsekuensi pada ekonomi pasar bebas, semakin 
berkurangnya peran pemerintah dan privatisasi berbagai perusahaan milik 
Negara.12 Kondisi ini tentunya membawa keresahan bagi serikat buruh 
dan menuntut pemerintah dan pengusaha untuk bersikap adil terutama 
dalam menatapkan upah minimum. 
Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas 
upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur 
sebagai jaring pengaman.13 Upah Minimum terdiri dari Upah Minimum 
Propinsi, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMS Provinsi), Upah Minimum 
Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota(UMS 
Kabupaten/kota).14 Semua jenis upah minimum ditetapkan setahun sekali. 
Jika upah minimum provinsi berlaku untuk satu provinsi, maka upah 
minimum kota/kabupaten berlaku untuk satu kota/kabupaten dengan 
ketentuan upah minimum kota/kabupaten tidak boleh di bawah upah 
minimum provinsi. 
                                                        
11 Meriam Budiardjo, 2010, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Jakarta, PT. 
Gramedia Pustaka Utama, Hal. 90. 
12 Deliarnov, Op.Cit., hal. 173-174. 
13 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 
Tentang Upah Minimum Pasal 1 Ayat 1. 
14 Kebijakan Upah Minimum Indonesia, 2013, www.ilo.org, Diakses 11 Juli 2016, 
hal. 22. 
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Upah minimum kota/kabupaten ditetapkan oleh gubernur 
berdasarkan usulan/rekomendasi Dewan Pengupahan15 yang 
keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, 
serikat pekerja/buruh serta perguruan tinggi dan pakar.16 Selanjutnya 
Dewan Pengupahan melakukan Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 
yang unsur-unsurnya terdiri dari makanan & minuman, sandang, 
perumahan & perabot dan aneka kebutuhan lainnya. Hasil Survei KHL 
akan dibahas bersama dan selanjutnya direkomendasikan kepada 
bupati/walikota dan selanjutnya ditetapkan oleh gubernur.17 
Secara umum, tampak tahapan yang harus dilalui dalam penetapan 
upah minimum telah menunjukkan sebuah keteraturan, namun dalam 
pelaksanaannya secara politis terjadi benturan antar kelompok 
kepentingan utamanya pihak pengusaha dan serikat buruh. Perspektif 
ekonomi politik neoklasik telah menganjurkan campur tangan pemerintah 
dan hal ini tampak pada struktur Dewan Pengupahan, namun 
perkembangan dewasa ini, informasi era globalisasi dan kemunculan 
pespektif ekonomi politik neoliberalisme tetap membuahkan kecurigaan 
bagi serikat buruh bahwa pemerintah dapat saja menjadi perpanjangan 
tangan kelas borjuis/pengusaha. 
Pada posisi ini, pendekatan institusionalisme memberikan ruang 
yang baik bagi perjuangan gerakan serikat buruh. Pendekatan ini telah 
                                                        
15 Ibid., hal.25. 
16 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang 
Dewan Pengupahan Pasal 40 Ayat 1.  
17 Kebijakan Upah Minimum Indonesia, Op.Cit., hal. 28. 
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mengalami perkembangan dari institusionalisme lama ke institusionalisme 
baru sehingga lembaga-lembaga politik bukan lagi dianggap sebagai 
‘benda-benda’, tetapi sebagai rangkaian dari ‘aturan’ yang memandu atau 
membatasi perilaku dari para pelaku individual. Aturan-aturan ini memiliki 
sisi informal dan juga formal. Terkadang proses pembuatan kebijakan 
dibentuk oleh kesepakatan tak tertulis daripada oleh tatanan formal.18 
Pokok permasalahan yang diharapkan dapat dipecahkan oleh 
pendekatan institusionalisme adalah pembentukan institusi yang dapat 
menghimpun secara efektif sebanyak mungkin preferensi dari para aktor 
untuk menentukan kepentingan kolektif.19 Dengan demikian, Dewan 
Pengupahan merupakan sebuah institusi yang terdiri aktor-aktor yang 
menggunakan sumber dayanya masing-masing dalam mempengaruhi 
penetapan upah minimum. Pendekatan institusionalisme memberikan 
indenpendensi bagi serikat buruh untuk melakukannya perannya dalam 
mempengaruhi penetapan upah minimum, namun di sisi lain, aturan-
aturan institusi telah memberikan batasan bagi serikat buruh untuk 
senantiasa berada di jalur peraturan yang berlaku. 
Pendekatan institusionalisme juga dapat menganalisis 
perkembangan internal serikat buruh yang juga menjadi landasan dalam 
menganalisis perannya dalam penetapan upah minimum. Lipset20 
memandang bahwa dewasa ini, birokrasi merupakan kebutuhan serikat 
                                                        
18 Andrew Heywood, 2014, Politik, Edisi keempat, Terj. Ahmad Lintang Lasuardi, 
Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 25. 
19 Miriam Budiardjo, Op.Cit., hal.99. 
20 Seymour Martin Lipset, 2007, Political Man: Basis Sosial Tentang Politik, Terj. 
Endi Haryono, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 236. 
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buruh sehingga organisasi dapat berjalan secara rasional. Hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Amin21 menunjukkan gerakan buruh yang 
terfragmentasi pasca orde baru. Fragmentasi ini akhirnya menjadi 
masalah utama buruh sehingga tidak memiliki posisi tawar-politis yang 
kuat, baik dengan pengusaha maupun dengan penguasa. Ada tiga hal 
utama mengapa hal ini bisa terjadi. Pertama, terfragmentasinya gerakan 
buruh disebabkan karena organisasi buruh di Indonesia memiliki beban 
sejarah, terutama sejarah orde baru yang melarang organisasi buruh 
berpolitik; Kedua, dibukanya kesempatan yang luas dalam berpolitik 
menyebabkan elit organisasi gerakan buruh terserap ke dalam organisasi 
partai politik yang berlainan; Ketiga, gerakan buruh belum memiliki pola 
gerakan yang terarah dengan target tujuan yang jelas serta sistematis. 
Permasalahan terfragmentasinya gerakan buruh pasca orde 
tentunya juga memberikan efek bagi peran serikat buruh dalam penetapan 
upah minimum. Sementara di sisi lain, keadilan dalam penetapan upah 
minimum merupaha sesuatu yang harus diperjuangkan oleh serikat buruh 
karena secara ekonomi politik neoliberalisme, era pasar bebas telah 
berdampak pada upah buruh yang rendah karena terjadi persaingan 
tenaga kerja. Sementara kualitas tenaga kerja di Indonesia juga masih 
terbilang rendah. 
Di Kota Makassar sendiri, Upah Minimum Kota (UMK) Tahun 2016 
sebesar Rp 2.313.625,-. Dasar penetapan UMK tersebut menggunakan 
                                                        
21 Muryanto Amin, 2011, Fragmentasi Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Orde 
Baru, Jurnal POLITEIA, Vol. 3, Nomor 1, Januari, ISSN: 0216-9290, hal. 56. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. 
Untuk tahun 2016, Upah Minimum Kota Makassar naik sebesar 11,5% 
dari tahun 2015 yang UMK-nya sebesar Rp 2.075.000,-.22 
Menarik kiranya untuk menganalisis lebih jauh peran serikat pekerja 
di Kota Makassar dalam penetapan UMK tersebut. Sebelum 
ditetapkannya UMK Makassar Tahun 2016, tentunya berbagai serikat 
buruh gencar melakukan pergerakan guna mendukung kenaikan UMK. 
Diantaranya, Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSBI) yang 
melakukan unjuk rasa di Balaikota Makassar pada tanggal 19 Oktober 
2015. Pemerintah Kota Makassar dituntut agar menetapkan UMK 
Makassar tahun 2016 sebesar Rp 3.800.000,- atau meningkat sebesar 
83,1 persen dari UMK Makassar tahun 2015. Pihak FSBI menganggap 
tuntutan tersebut rasional karena sistem pengupahan yang berlaku saat 
ini masih carut marut, mulai dari mekanisme penetapan item-item Survei 
Kebutuhan Hidup Layak (KHL), penegakan hukum dan keberpihakan 
pemerintah kepada pengusaha.23 
Pihak FSBI menganggap Survei KHL yang dilakukan oleh Dewan 
Pengupahan tidak memasukkan kebutuhan buruh untuk sosialisasi 
dengan lingkungan, kebutuhan berserikat, kepemilikan rumah dan 
kebutuhan lainnya. Di sisi lain, FSBI juga mempersoalkan penegakan 
regulasi ketenagakerjaan dimana terdapat perusahaan yang tidak 
                                                        
22 Muh. Asrul, 2015, Sah! UMK Makassar 2016 Rp 2.313.625, pojoksulsel.com, 
Diakses 1 Juli 2016. 
23 Asrul, 2015, Buruh Tuntut UMK 2016 Rp 3,8 Juta, upeks.co.id, Diakses 1 Juli 
2016. 
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mematuhi kebijakan upah minimum. Kritik juga dilontarkan kepada pihak 
pemerintah yang melakukan penetapan UMK berdasarkan inflasi dan 
pertumbuhan ekonomi bukan berdasarkan hasil Survei KHL.24 Badan 
Anggaran DPRD Kota Makassar juga mengkritik masih rendahnya upah 
tenaga kontrak dan petugas kebersihan yang tersebar di lingkungan 
pemerintah kota. Padahal, Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan 
UMK tahun 2016 sebesar Rp 2.313.625,-.25 
Kondisi lainnya, terdapat juga serikat buruh yang merasa puas 
dengan besarnya penetapan UMK Makassar tahun 2016, seperti Serikat 
Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sulawesi Selatan yang menyambut baik 
keputusan tersebut. Sementara pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia 
(Apindo) Sulawesi Selatan menilai kenaikan UMK tersebut membebani 
pengusaha. Kenaikan upah yang tinggi dapat menimbulkan konsekuensi 
berkurangnya penyerapan tenaga kerja karena UMK tersebut diberikan 
pada buruh pemula atau masa kerja 0-1 tahun. Kondisi ini tentunya 
menimbulkan beban psikologi bagi para pengusaha.26 
Tampaknya tarik menarik kepentingan terjadi dalam penetapan 
UMK Makassar tahun 2016. Seperti yang telah peneliti deskripsikan, 
dalam pendekatan institusionalisme, pespektif ekonomi politik 
kelembagaan telah memberikan arah peran masing-masing kelompok 
kepentingan dalam memperjuangkan upah minimum sesuai sumber daya 
                                                        
24 Ibid. 
25 Ahmad Yusran, 2015, Memprihatinkan Upah Tenaga Kontrak di Makassar 
Hanya Rp 500 Ribu, liputan6.com, Diakses 1 Juli 2016. 
26 Asrul, 2015, UMK Makassar 2016 Rp 2,3 Juta, upeks.co.id, Diakses 1 Juli 
2016. 
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yang dimiliki masing-masing aktor. Walau demikian, para aktor tersebut 
berada pada naungan institusi yang sama, yaitu Dewan Pengupahan 
dimana pemerintah juga mengambil bagian dalam proses penetapan upah 
minimum Kota Makassar. Sementara pihak serikat buruh dapat dianalisis 
perannya berdasarkan gerakan sosial yang dilakukannya dalam 
mempengaruhi kenaikan upah minimum di Kota Makassar. Tentunya, 
berdasarkan pendekatan institusionalisme, gerakan sosial tersebut 
berkaitan erat dengan tarik menarik kepentingan dengan aktor lainnya, 
seperti pengusaha dan pemerintah dalam penetapan UMK. 
Perspektif ekonomi politik kelembagaan melihat serikat buruh saat 
ini memiliki posisi yang penting dalam setiap kebijakan upah minimum. 
Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan tersebut, 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul; Gerakan Sosial 
Serikat Buruh dalam Mempengaruhi Kebijakan Kenaikan Upah Minimum 
Kota (UMK) Makassar. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, 
maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:  
1. Bagaimanakah peran serikat buruh dalam memperjuangkan 
kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Makassar? 
2. Bagaimanakah tarik menarik kepentingan dalam penetapan Upah 
Minimum Kota (UMK) Makassar? 
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C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan 
dilakukannya penelitian ini, yaitu: 
1. Untuk mengetahui peran serikat buruh dalam memperjuangkan 
kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Makassar. 
2. Untuk mengetahui tarik menarik kepentingan dalam penetapan 
Upah Minimum Kota (UMK) Makassar. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat akademis dan 
manfaat teoritis, yaitu: 
1. Manfaat Akademis, antara lain: 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan dan 
menganalisis gerakan sosial serikat buruh dalam bingkai ekonomi 
politik kelembagaan guna mempengaruhi kebijakan pemerintah 
mengenai kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Makassar. Dengan 
demikian, penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 
politik. 
b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah 
yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan riset-riset ilmiah 
lainnya, khususnya yang mengkaji masalah gerakan sosial serikat 
buruh dan pendekatan ekonomi politik kelembagaan. 
2. Manfaat Praktis, antara lain: 
a. Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam 
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memahami gerakan sosial organisasi buruh dalam memperjuangkan 
peningkatan upah minimum melalui gerakan sosialnya untuk 
mempengaruhi kebijakan. 
b. Sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu politik. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini akan menguraikan tentang konsep, teori dan pendekatan 
yang dianggap sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penulis 
memulainya dengan membahas konsep buruh dan serikat buruh lalu 
dilanjutkan dengan konsep upah minimum. Setelah itu, dilanjutkan dengan 
mengkaji gerakan sosial, kelompok kepentingan, dan gerakan sosial 
dalam perspektif ekonomi politik kelembagaan. Bab ini juga menjadi 
landasan atau kerangka berpikir dalam pelaksanaan penelitian yang akan 
dilakukan selanjutnya.  
A. Buruh dan Serikat Buruh 
Buruh atau pekerja pada dasarnya merupakan manusia yang 
menggunakan kemampuannya untuk mendapatkan pendapatan dari 
pemberi kerja sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan 
sebelumnya. Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan 
dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1994 
pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja pada 
perusahaan yang belum wajib mengikuti program jaminan sosial tenaga 
kerja karena adanya pentahapan kepesertaan. 
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Konsep “buruh” memiliki akar epistemologi yang beragam dan 
mengalami perdebatan paradigmatik antara Hegelian versus Marxian. 
Bagi Hegelian, konsep buruh berkaitan erat dengan kerja-kerja immaterial 
manusia, dan manusia bekerja atas imajinasi keinginannya sendiri. 
Sedangkan Marxian berpendapat bahwa konsep buruh berkaitan dengan 
kerja-kerja material manusia, dan manusia bekerja bukan karena imajinasi 
keinginannya sendiri melainkan di bawah kendali kuasa dominasi pemilik 
alat produksi.27 
Penulis menempatkan konsep buruh dalam kerangka Marxian, 
karena buruh yang dimaksud penulis adalah layaknya konsep Marx yaitu 
manusia yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan material mereka 
dengan bergantung pada kaum pemilik alat produksi. Sedangkan mereka 
sendiri tidak punya alat produksi kecuali tubuh mereka sendiri, sehingga 
relasi antara pemilik modal dengan buruh bersifat dominatif dan 
eksploitatif. Buruh menjadi objek dominatif dan eksploitatif dari pemilik 
modal/alat produksi. 
Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, 
oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar 
perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan 
bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi 
                                                        
27 Sean Sayers, “The Concept of Labor: Marx and His Critics”, dalam Science & 
Society, Vol. 71, No. 4, October 2007, 431–454. 
 
16 
 
 
 
hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan 
pekerja/buruh dan keluarganya.28 
 Sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan, dalam melaksanakan hubungan industrial, 
pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan 
sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan 
produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan 
keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan 
memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. 
Pada dasarnya, keberadaan serikat pekerja di perusahaan 
memberi manfaat. Bagi pekerja, keberadaan serikat pekerja dapat 
dijadikan sebagai sebuah kekuatan untuk menyampaikan berbagai 
aspirasi dan keluhan yang berkaitan dengan kondisi kerja. Selain itu juga 
akan lebih mendekatkan jarak antara manajemen dan pekerja karena 
adanya perwakilan serikat pekerja dalam manajemen.  
Tindakan kesewenang-wenangan perusahaan yang kadang sangat 
merugikan pekerja dan ketidakberdayaan pekerja untuk menuntut haknya 
membuat ketidakpuasan pekerja pada akhirnya terakumulasi dan 
mendorong mereka untuk melakukan aksi secara bersama dalam suatu 
wadah yang disebut serikat pekerja. Melalui aksi bersama ini pekerja 
berharap agar pekerja dapat memperoleh pembagian “kue” secara adil 
dan juga melindungi diri mereka dari kesewenang-wenangan. 
                                                        
28 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang 
Dewan Pengupahan Pasal 1 Ayat 2.  
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Serikat buruh mewakili dan melindungi kaum buruh tanpa 
diskriminasi/yang tidak membeda-bedakan berdasarkan pada suku 
bangsa, keturunan, kedudukan, jenis kelamin (laki-laki atau perempuan) 
dan agama. Siapapun yang tergabung dalam serikat buruh, baik anggota 
biasa dan ataupun pengurus/pimpinan mempunyai tanggung jawab kerja 
untuk kemajuan serikat. 
Namun demikian, dengan munculnya serikat pekerja tidak secara 
otomatis mampu memperbaiki nasib pekerja yang menjadi anggotanya. 
Terdapat berbagai hal yang menjadi penghambat terutama dari faktor 
eksternal dimana posisi tawar buruh yang masih sangat sulit dan juga 
kurangnya solidaritas dikalangan kaum buruh. Masih rendahnya upah 
buruh dan terjadinya aksi-aksi mogok menjadi indikator kegagalan serikat 
pekerja dalam menegosiasikan kepentingan golongan yang diwakilinya. 
Jadi dapat dikatakan bahwa serikat buruh berfungsi sebagai sebuah 
institusi atau organisasi yang dibentuk untuk melindungi kesejahteraan 
buruh dan memperjuangkan hak-haknya. 
B. Upah Minimum 
Upah minimum merujuk pada standar kelayakan hidup bagi para 
pekerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
menetapkan  bahwa upah minimum harus didasarkan pada standar KHL. 
Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999, 
mendefinisikan upah minimum sebagai “upah bulanan terendah yang 
meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.” Sebagai imbalan dari pengusaha 
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kepada pekerja, upah yang diberikan dalam bentuk tunai harus ditetapkan 
atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundangundangan serta 
dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan 
pekerja, termasuk tunjangan, baik untuk pekerja itu sendiri maupun 
keluarganya. 
Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas 
upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur 
sebagai jaring pengaman.29 Upah Minimum terdiri dari Upah Minimum 
Propinsi, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMS Provinsi), Upah Minimum 
Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota(UMS 
Kabupaten/kota).30 
Upah Minimum Propinsi (UMP) adalah Upah Minimum yang berlaku 
untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Propinsi.31Upah minimum ini di 
tetapkan setiap satu tahun sekali oleh Gubernur berdasarkan 
rekomendasi  Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan 
Ketenagakerjaan Daerah (sekarang Dewan Pengupahan Provinsi). 
Penetapan upah minimum propinsi selambat-lambatnya 60 hari sebelum 
tanggal berlakunya upah minimum32 yaitu tanggal 1 Januari.33 
                                                        
29 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 
Tentang Upah Minimum Pasal 1 Ayat 1. 
30 Kebijakan Upah Minimum Indonesia, 2013, www.ilo.org, Diakses 11 Juli 2016, 
hal. 22. 
31 Pasal 1 ayat 2 Permenakertrans No: PER-01/MEN/1999 jo. Kepmenakertrans 
Nomor KEP. 226/MEN/2000. 
32 Pasal 4 ayat 4 Permenakertrans No: PER-01/MEN/1999 jo. Kepmenakertrans 
Nomor KEP. 226/MEN/2000. 
33 Pasal 4 ayat 6 Permenakertrans No: PER-01/MEN/1999 jo. Kepmenakertrans 
Nomor KEP. 226/MEN/2000 
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Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang 
berlaku di Daerah Kabupaten/Kota.34 Penetapan Upah minimum 
kabupaten.kota dilakukan oleh Gubernur35 yang penetapannya harus lebih 
besar dari upah minimum propinsi.36 Penetapan upah minimum ini 
dilakukan setiap satu tahun sekali37 dan ditetapkan selambat-lambatnya 
40 (empat puluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum38 yaitu 
1 Januari.39 
Adapun mekanisme penetapan Upah Mnimum Kabupaten/kota 
adalah sebagai berikut40: 
1. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota membentuk tim survei yang 
keanggotaannya terdiri dari anggota Dewan Pengupahan dari 
unsur tripartite, unsur perguruan tinggi/pakar, dan dengan 
mengikutsertakan Badan Pusat Statistik setempat. 
2. Untuk Kabupaten/Kota yang belum terbentuk Dewan Pengupahan, 
maka survei dilakukan oleh Tim Survei yang dibentuk oleh 
Bupati/Walikota.  Tim Survei ini keanggotaannya secara tripartit dan 
dengan mengikutsertakan Badan Pusat Statistik setempat. 
                                                        
34 Pasal 1 ayat 3 Permenakertrans No: PER-01/MEN/1999 jo. Kepmenakertrans 
Nomor KEP. 226/MEN/2000. 
35 Pasal 4 ayat 1 Permenakertrans No: PER-01/MEN/1999 jo. Kepmenakertrans 
Nomor KEP. 226/MEN/2000. 
36 Pasal 4 ayat 1 Permenakertrans No: PER-01/MEN/1999 jo. Kepmenakertrans 
Nomor KEP. 226/MEN/2000. 
37 Pasal 4 ayat 7 Permenakertrans No: PER-01/MEN/1999 jo. Kepmenakertrans 
Nomor KEP. 226/MEN/2000.  
38 Pasal 4 ayat 5 Permenakertrans No: PER-01/MEN/1999 jo. Kepmenakertrans 
Nomor KEP. 226/MEN/2000. 
39 Pasal 4 ayat 6 Permenakertrans No: PER-01/MEN/1999 jo. Kepmenakertrans 
Nomor KEP. 226/MEN/2000. 
40 Kebijakan Upah Minimum Indonesia, Op.Cit., hal. 27-28. 
20 
 
 
 
3. Tim survei tersebut kemudian melakukan survei harga berdasarkan 
komponen kebutuhan hidup buruh/pekerja lajang sebagaimana 
tercantum dalam lampiran Permenakertrans No. 13 Tahun 2012. 
4. Survei di lakukan setiap satu bulan sekali dari bulan Januari s/d 
September, sedang untuk bulan Oktober hingga Desember di 
lakukan prediksi dengan menggunakan metode least square. Hasil 
survei setiap bulan tersebut kemudian diambil rata-ratanya untuk 
mendapatkan nilai KHL. 
5. Berdasarkan hasil survei harga tersebut, Dewan Pengupahan 
Kabupaten/kota kemudian menyampaikan nilai KHL dan 
mengusulkan besaran nilai UMK kepada Bupati/Walikota setempat 
yang selanjutnya di sampaikan kepada Gubernur. Setelah 
mendengar saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan 
Provinsi, kemudian Gubernur juga mempertimbangkan 
keseimbangan besaran nilai upah minimum di antara 
kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut; kemudian  
menetapkan besaran Nilai Upah Minimum Kabupaten/kota yang 
bersangkutan. 
6. Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan selambat-
lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal 1 Januari 
(sesudah penetapan upah minimum provinsi). 
7. Upah Minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan harus lebih besar 
dari Upah Minimum Provinsi. 
21 
 
 
 
Penetapan upah minimum di banyak negara tidak terlepas dari 
kebijakan ILO (International Labour Organization) berkenaan upah 
minimum sebagaimana tercermin dalam sejumlah konvensi dan 
rekomendasi ILO. Satu konvensi yang terpenting berkenaan dengan  upah 
minimum adalah Konvensi ILO No 131 yang secara khusus mengatur 
upah minimum di negara-negara berkembang, diadopsi tahun 1970. 
Konvensi ini muncul dikarenakan fakta bahwa perundingan bersama dan 
mekanisme lainnya dalam penentuan upah tidak berjalan seluas dan 
secepat yang di harapkan. Sayangnya konvensi ini belum di ratifikasi oleh 
Indonesia hingga saat ini. Sehingga penetapan upah minimum yang kita 
lakukan masih berbasis pada kebutuhan hidup lajang dan bukan 
kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya.41 
Namun demikian, secara umum kriteria yang digunakan dalam 
penetapan upah minimum sebagian besar di adopsi dari konvesi ILO 131 
tentang upah minimum. Hal ini sebagaimana terlihat pada faktor 
pertimbangan upah minimum di Indonesia yang diatur dalam Permenaker 
No.17 Tahun 2005 dan perubahan revisi KHL dalam Permenaker No 13 
Tahun 2012. Adapun faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam 
penetapan upah minimum meliputi:42 
1. Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 
2. Produktivitas makro 
                                                        
41 ILO dalam Kebijakan Upah Minimum Indonesia, Op.Cit., hal. 32-33. 
42 Pasal 6 ayat 2 Kepmenakertrans No 13 Tahuh 2012 Komponen Dan 
Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.  
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3. Pertumbuhan ekonomi 
4. Kondisi pasar kerja 
5. Kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal)   
Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa dalam menetapkan upah 
minimum, gubernur harus membahas secara simultan dan 
mempertimbangkan 5 faktor-faktor tersebut.43 Lebih jauh ke 5 faktor 
pertimbangan tersebut diurai sebagai berikut:44 
1. Nilai KHL yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil survei 
2. Produktivitas makro yang merupakan hasil perbandingan antara 
jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah 
tenaga kerja pada periode yang sama 
3. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan nilai PDRB 
4. Kondisi pasar kerja merupakan perbandingan jumlah kesempatan 
kerja dengan jumlah pencari kerja di daerah tertentu pada periode 
yang sama 
5. Kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal) yang 
ditunjukkan oleh perkembangan keberadaan jumlah usaha 
marginal di daerah tertentu pada periode tertentu. 
C. Gerakan sosial 
Menurut Anthony  Giddens,  Gerakan  Sosial   sebagai  upaya   
kolektif  untuk mengejar kepentingan bersama atau gerakan mencapai 
                                                        
43 Pasal 6 ayat 2 Kepmenakertrans No 13 Tahuh 2012 Komponen Dan 
Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. 
44 Kebijakan Upah Minimum Indonesia, Op.Cit., hal. 33. 
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tujuan bersama atau gerakan bersama melalui tindakan kolektif (action 
collective) di luar ruang lingkup lembaga- lembaga yang mapan.45 Adapun 
Gore46 melekatkan makna dan mendefinisikan gerakan sosial pada 
beberapa aspek, yaitu: 
1. Gerakan sosial bukanlah sebuah ekspresi sosial yang bersifat 
istimewa. Gerakan tersebut ada kaitannya dengan kerangka nilai 
dari masyarakat yang pada hakikatnya digerakkan oleh perjuangan 
untuk mendapatkan kebebasan, kesetaraan, dan keadilan sosial. 
2. Gerakan sosial merupakan agen historis dan menunjukkan 
fungsinya sebagai agen historis lewat aksi-aksi perubahan sosial 
yang berusaha menciptakan kerangka nilai baru dalam masyarakat. 
3. Struktur gerakan sosial dalam sejarah mengikuti sebuah jalur 
dialektis yang terus menerus berusaha mewujudkan kebebasan 
dan keadilan dan bukannya menuju ke sebuah takdir revolusi kelas 
yang telah ditentukan seperti yang dianut oleh Marx dan para 
pengikutnya. 
4. Terdapat agen-agen dan aktor-aktor yang menjalankan fungsi 
sebagai agen historis dan melakukan aksi-aksi sosial, dengan kata 
lain terdapat individu-individu atau kelompok kecil individu yang 
akan menjalankan proses mengarahkan perubahan-perubahan 
dalam tubuh kerangka nilai masyarakat. 
                                                        
45 Fadhillah Putra dkk, 2006, Gerakan Sosial, Konsep, Strategi,Aktor, Hambatan 
Dan Tantangan Gerakan Sosial Di Indonesia , Malang, PlaCID’s dan Averroes Press, 
Hal.1. 
46 Rajendra Singh, 2010, Gerakan Sosial Baru, Yogyakarta, Resist Book, hal 185-
186. 
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Touraine47 menguraikan prinsip-prinsip untuk analisis gerakan 
sosial, terdiri dari: 
1. Gerakan sosial senantiasa didefinisikan oleh konflik, yakni melalui 
pendefinisian yang jelas tentang lawan. 
2. Dalam sebuah tipe masyarakat yang given, hanya ada satu 
pasangan sentral dari gerakan yang berkonflik. 
3. Pada umumnya orang berfikir tentang pluralitas konflik lantaran 
mereka cenderung mengidentifikasi gerakan sosial dengan gerakan 
“popular” yang menantang “tatanan sosial”. 
4. Ada pemisahan analitis antara gerakan sosial dengan transformasi 
Negara atau antara gagasan masyarakat sipil dengan Negara. 
5. Terdapat tiga macam gerakan utama, yaitu gerakan sosial 
melambangkan upaya sarat konflik guna mengontrol pola-pola 
kultural (pengetahuan, investasi dan etika) dalam sebuah jenis 
kemasyarakatan tertentu, gerakan historis adalah aksi teorganisir 
untuk mengontrol proses perjalanan dari suatu jenis 
kemasyarakatan tertentu ke jenis lainnya, gerakan kebudayaan 
yang melambangkan sejenis tertentu gerakan sosial, di dalamnya 
transformasi nilai-nilai budaya menjadi pertaruhan utama. 
Pada awal abad ke 20, gerakan sosial sering kali dipelajari sebagai 
bentuk perilaku kolektif dan jalur studi ini sangat dipengaruhi oleh 
pandangan psikologi kerumunan. Teori gerakan sosial  merupakan 
                                                        
47 Ibid., hal. 157-160. 
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gerakan yang memiliki konsep ideologis pada asumsi bahwa masyarakat 
sipil tengah meluruh, ruang sosialnya telah mengalami penciutan dan 
digerogoti oleh kemampuan kontrol Negara. Menurut William Kornhauser 
dalam karyanya yang  berjudul The Politics of Mass Society, ia 
berpendapat bahwa warga negara individual dan pasif  secara normal 
merasa terisolasi dari tatanan sosial karena mereka tak berdaya untuk 
melakukan perubahan sosial bagi diri mereka sendiri. Di sisi lain, 
partisipasi mereka dalam gerakan sosial akan menciptakan kondisi 
pemberdayaan karena memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan 
kolektif dan menimbulkan perubahan sosial. Dengan demikian, gerakan 
sosial sebenarnya memberikan sumbangan bagi ketertiban sosial melalui 
mekanisme inovasi sosial dan integrasi sosial.48 
Namun, pada 1960-an ilmuwan politik meninjau kembali pandangan 
mereka mengenai gerakan sosial dimana gerakan tersebut bukan semata-
mata untuk merekrut masyarakat yang teralienasi dan juga jelas bahwa 
gerakan sosial tersebut menimbulkan dampak yang cukup besar pada 
bidang sosial dan politik. Gerakan sosial seringkali dianggap penting 
dalam memainkan peran pelopor karena dianggap berhasil menghadapi 
hal-hal baru dalam politik. 
Menurut Benford dan Snow, gerakan sosial mengemukakan klaim-
klaim mengenai masyarakat dan cara-cara bagaimana seharusnya 
                                                        
48 John T. Ishiyama & Marijke Breuning, 2013, Ilmu politik dalam paradigma abad 
ke-21, Jakarta, Kencana, hal. 375-376. 
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masyarakat diubah atau dapat diubah.49 Suatu gerakan sosial 
membutuhkan partisipan yang mana partisipan tersebut direkrut dalam 
jaringan yang sudah ada dalam berbagai konteks misalnya sekolah, 
lingkungan kerja, lingkungan kekerabatan, dan sebagainya. Kemauan 
untuk berpartisipasi sangat bergantung pada anggapan bahwa tindakan 
yang dilakukan benar-benar dapat memberikan kontribusi untuk mencapai 
tujuan umum dari gerakan tersebut. 
Melalui kegiatan menggabungkan diri dengan orang lain menjadi 
suatu kelompok, diharapkan agar segala tuntutan dan aspirasi masyarakat 
dapat di dengar oleh pemerintah. Dengan tujuan agar kebijakan yang 
diambil olrh pemerintah nantinya dapat lebih menguntungkan mereka. 
Menurut T. Tarrow, social movements adalah tantangan kolektif oleh 
orang-orang yang mempunyai tujuan bersama berbasis solidaritas, (yang 
dilaksanakan) melalui interaksi secara terus-menerus dengan para elite, 
lawan-lawannya dan pejabat-pejabat50 
Gerakan sosial dapat dibedakan dari partai politik, karena gerakan 
ini tidak secara langsung bersaing dalam pemilihan umum dan tidak pula 
ikut berpartisipasi dalam menjalankan kekuasaan negara melalui pejabat 
yang terpilih namun organisasi gerakan sosial ini mencoba memberikan 
dampak langsung terhadap proses pengambilan keputusan. Jadi dapat 
pula dikatakan bahwa partisipasi dan interaksi merupakan unsur penting 
dalam gerakan sosial. Organisasi gerakan sosial menggunakan berbagai 
                                                        
49 Ibid., hal. 375-376  
50 Miriam Budiardjo, Op. Cit., hal. 383. 
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aktivitas seperti pemogokan, demonstrasi, publikasi, teknik lobi dan juga 
surat menyurat dalam usaha untuk memperoleh tujuan mereka untuk 
mempengaruhi pengambilan kebijakan politik. 
Secara teoritis, gerakan sosial merupakan sebuah gerakan yang 
lahir dari masyarakat untuk menuntut suatu perubahan dalam institusi, 
atau kebijakan pemerintah. Tuntutan perubahan tersebut biasanya 
dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, ada pula gerakan 
sosial yang pro terhadap pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang 
diambil oleh pemerintah. 
D. Kelompok Kepentingan 
Kebijakan pemerintah tidak selalu berdampak baik bagi rakyatnya. 
Pada posisi ini, kelompok kepentingan memiliki peran porsi penting dalam 
sistem politik karena memiliki kemampuan dalam membangun isu-isu 
individual/kelompok menjadi isu publik. Adapun untuk merealisasikan 
kepentingan dapat dilakukan dengan pengajuan, permohonan, tuntutan 
atau dukungan.51 
Kelompok adalah sekumpulan individu yang berdasarkan 
kepentingan atau sikap yang membuat klaim pada kelompok lain di 
masyarakat. Menurut Truman, sebuah kelompok dapat menjadi kelompok 
yang mempunyai kepentingan politik.52 
                                                        
51 Leo Agustino, 2007, Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bahasan Memahami Ilmu 
Politik, Yogyakarta, Graha Ilmu, hal. 95-96. 
52 Ibid., hal. 170-171. 
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Kelompok kepentingan adalah kelompok yang berusaha 
mempengaruhi kebijakan publik dalam suatu bidang yang dapat dikatakan 
penting untuk anggota-anggotanya.53 Kelompok ini memusatkan perhatian 
pada bagaimana mengartikulasikan kepentingan tertentu kepada 
pemerintah sehingga harapannya pemerintah dapat menyusun kebijakan 
yang menampung kepentingan kelompok. Maka dapat disimpulkan bahwa 
kelompok kepentingan lebih berorientasi pada perumusan kebijakan 
umum yang dibuat pemerintah.54 
Pada mulanya, kelompok kepentingan disebut dengan kelompok 
penekan, tetapi karena munculnya anggapan bahwa tidak semua 
kelompok kepentingan melakukan penekanan, maka masyarakat 
cenderung memakai istilah kelompok kepentingan. Kelompok ini muncul 
pertama kali pada awal abad ke-19, kelompok ini cenderung 
memfokuskan pada suatu masalah tertentu saja, keanggotaannya juga 
terdiri dari golongan-golongan tertindas serta terpinggirkan, seperti buruh 
di Eropa Barat, Afrika dan Amerika Serikat dengan tujuan utama adalah 
memperbaiki nasib dari masing-masing golongan.55 
Menurut Ramlan Surbakti56, kelompok kepentingan (interest group) 
adalah sekumpulan orang yang memiliki persamaaan sifat, sikap, 
kepercayaan, tujuan dan sepakat menyatukan dirinya dalam sebuah 
perkumpulan atau organisasi guna melindungi dirinya serta mencapai 
                                                        
53 Marchus Ethridge & Howard Handelman dalam Miriam Budiardjo, Op. Cit., hal. 
383. 
54 Ramlan Surbakti, 1999, Memahami Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia, hal. 109. 
55 Miriam Budiardjo, Op. Cit., hal. 383-384. 
56 Ramlan Surbakti, Op. Cit., hal. 109. 
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tujuannya. Kelompok ini memfokuskan perhatiannya pada bagaimana 
menyampaikan kepentingannya kepada pemerintah sehingga pemerintah 
menyusun kebijakan yang menampung kepentingan kelompok, maka 
kelompok kepentingan ini lebih berorientasi pada proses perumusan 
kebijkan umum yang dibuat pemerintah. 
Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell dalam buku 
Comparative Politics Today: A World View (1992)57 yang diedit bersama, 
membagi kelompok kepentingan dibagi atas 4 kategori, yaitu: 
1. Kelompok kepentingan Anomik Kelompok anomik muncul secara 
kebetulan (incidental/temporer), bersikap informal, muncul karna 
adanya isu tertentu, anggotanya muncul dan menghilang tidak 
tertentu, bekerja tidak teratur. Contoh: Persatuan pedagang yang 
akan digusur bersatu saat ingin digusur dengan berdemo dan 
menghilang saat aspirasi mereka terpenuhi. 
2. Kelompok kepentingan Non-Asosiasional Suatu kelompok 
kepentingan yang bersifat informal, memiliki suatu lembaga atau 
organisasi yang agak sedikit mapan, anggotanya berasal dari faktor 
keturunan dan tidak ada unsur memilih untuk menjadi anggota. 
Contoh : Persatuan warga Batak di Jakarta. 
3. Kelompok Kepentingan Institusional (Kelembagaan) Kelompok 
yang memiliki suatu organisasi yang telah mapan, kegiatan yang 
teratur, jaringan organisasi yang luas, tujuan organisasi yang luas, 
                                                        
57 A.Rahman H.I, 2007, Sistem Politik Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu, hal. 
hlm 88. 
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kepemimpinan yang terseleksi. Contoh : KOPRI, PGRI, TNI, 
POLRI, dll. 
4. Kelompok Kepentingan Asosiasional Kelompok yang dibentuk 
mewakili kepentingan kelompok yang khusus atau spesifik, memiliki 
lembaga yang mapan, menggunakan tenaga professional, memiliki 
prosedur yang teratur untuk merumuskan kepentingan dan 
tuntutan, kepemimpinan yang terseleksi dan tujuan yang bersifat 
khusus. Contoh: Ikatan Dokter Indonesia, termasuk serikat 
perdagangan dan serikat pengusaha. 
Sesuai dengan penelitian ini, serikat buruh di Kota Makassar masuk 
dalam kategori kelompok kepentingan assosiasional. Kelompok 
assosiasional58 adalah kelompok yang dihuni oleh para aktifis secara 
sukarela (walaupun mereka sama-sama mempunyai organisasi 
professional dan permanen). Orang yang bergabung dalam kelompok ini 
biasanya memiliki batasan atau spesifikasi tujuan dalam mencapai 
kepentingan yang diharapkan. 
Dalam menyatakan pendapat atau tuntutan politik, kelompok 
kepentingan biasanya tidak hanya sekedar memberi informasi, melainkan 
menggunakan berbagai cara agar pandangan-pandangan dan 
kepentingannya dapat dipahami oleh para pemimpin. Oleh karena itu, 
kelompok kepentingan berusaha mencari saluran-saluran khusus untuk 
                                                        
58 Barrie Axford, et al, 2002, An Introduction Seceond Edition: Politics, New York, 
Routledge, hal. 385. 
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menyalurkan tuntutan agar diperhatikan dan ditanggapi. Saluran-saluran 
penting59, antara lain: 
1. Demonstrasi dan tindakan kekerasan 
Sebuah sarana untuk menyampaikan tuntutan adalah melalui 
demonstrasi dan tindakan kekerasan fisik. Dengan memakai model seperti 
ini, kelompok kepentingan berkeyakinan tuntutannya dapat didengar 
penguasa dan berharap dapat merubah suatu kebijakan.  
2. Hubungan pribadi 
Hubungan pribadi menjadi sebuah sarana untuk menyalurkan 
tuntutan, seperti keluarga. Jika hubungan ini dilakukan dengan ramah 
tamah dan bersahabat, maka kemungkinan mendapatkan tanggapan baik 
semakin besar. 
3. Perwakilan langsung 
Perwakilan atau delegasi langsung dalam badan legislatif dan 
jajaran birokrasi dapat memungkinkan suatu kelompok kepentingan agar 
dapat mengkomunikasikan secara langsung dan terus menerus melalui 
seorang anggota aktif dalam pembuatan keputusan. 
4. Saluran formal dan institusional 
Saluran formal dan institusional dapat memungkinkan tuntutan dari 
kelompok kepentingan lebih mudah mencapai tujuan kepentingannya, 
antara lain melalui radio, surat kabar, televise, majalah, partai politik dan 
badan legislatif, kabinet serta birokrasi. 
                                                        
59  Mochtar Mas’oed & Colin MacAndrews, 2000, Perbandingan Sistem Politik, 
Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, hal. 58. 
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E. Gerakan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Politik Kelembagaan 
1. Pendekatan Institusionalisme 
Pada uraian subbab latar belakang penelitian ini, penulis 
menjelaskan sepintas bahwa telah terjadi pergeseran dari 
institusionalisme lama ke institusionalisme baru. Pendekatan institusional 
baru merupakan pendekatan yang mempunyai banyak aspek dan variasi. 
Dimana pendekatan tersebut merupakan suatu visi yang meliputi 
beberapa pendekatan lain. Pendekatan institusionalisme baru 
memandang istitusi negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah 
suatu tujuan tertentu. 
Pendekatan institusionalisme baru dipicu oleh pendekatan 
behavioralis yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari 
perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai istitusi yang 
hanya mencerminkan kegiatan massa itu. Pendekatan institusionalisme 
baru menjelaskan bagaimana organisasi institusi itu dan apa tanggung 
jawab dari setiap peran dan bagaimana peran institusi berinteraksi.60 
Dapat dikatakan bahwa suatu institusi adalah organisasi yang 
tertata melalui pola perilaku yang diatur oleh peraturan yang telah diterima 
sebagai standar. Menurut Jan-Erik Lane dan Svante Ersson, institusi 
mencakup: (1) Struktur fisik, (2) struktur demografis, (3) perkembangan 
historis, (4) jaringan pribadi, dan (5) struktur sementara (yaitu keputusan-
                                                        
60 Miriam Budiardjo, Op.Cit., hal.96. 
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keputusan sementara).61 Institusi timbul dalam kehidupan masyarakat 
dikarenakan adanya kepentingan individu dan kepentingan bersama yang 
harus diwujudkan. Untuk itu masyarakat memerlukan peraturan yang 
stabil yang dilaksanakan dengan membentuk institusi untuk menjalankan 
peraturan tersebut. 
Institusi memberikan stabilitas karena tidak dapat diubah begitu 
saja sesuai dengan kehendak hati para aktor, dan untuk dapat mengubah 
institusi tersebut tentunya para aktor akan memikirkan berbagai dampak 
yang akan terjadi selanjutnya. Sehingga secara tidak langsung dapat 
dikatakan bahwa institusi turut menentukan pola tindakan dan sifat dari 
para aktor karena ia dapat melakukan tindakan sendiri, institusi tersebut 
memiliki otonomi dimana ia hanya menerima input dari lingkungan 
kemudian membuat keputusan dan juga kebijakan. 
Inti dari Institusional baru dirumuskan oleh Robert E. Goodin 
sebagai berikut: 
a. Aktor dan kelompok melaksanakan proyeknya dalam suatu konteks 
yang dibatasi secara kolektif 
b. Pembatasan-pembatasan itu terdiri dari institusi-institusi, yaitu: a) 
pola norma dan pola peran yang telah berkembang dalam 
kehidupan sosial, dan b) perilaku dari mereka yang memegang 
peran itu. Peran itu telah ditentukan secara sosial dan mengalami 
perubahan terus-menerus. 
                                                        
61 Jan-Erik Lane dan Svante Ersson Dalam Miriam Budiardjo, Op.Cit., hal. 97. 
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c. Sekalipun demikian, pembatasan-pembatasan ini dalam banyak hal 
juga memberi keuntungan bagi individu atau kelompok dalam 
mengejar proyek mereka masing-masing. 
d. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang membatasi kegiatan 
individu dan kelompok, juga mempengaruhi pembentukan 
preferensi dan motivasi dari aktor dan kelompok-kelompok. 
e. Pembatasan-pembatasan ini mempunyai akar historis, sebagai 
peninggalan dari tindakan dan pilihan-pilihan masa lalu. 
f. Pembatasan-pembatasan ini mewujudkan, memelihara, dan 
memberi peluang serta kekuatan yang berbeda kepada individu 
dan kelompok masing-masing.62 
Menurut Hall dan Taylor63 sekurang-kurangnya ada tiga Cabang 
Institusionalisme baru yaitu Institusionalisme pilihan rasional (berakar 
pada ilmu ekonomi), Institusionalisme sosiologis (berakar pada sosiologi, 
antropologi dan budaya), dan Institusionalisme historis (berakar pada 
disiplin sejarah dan hukum). 
Institusionalisme Pilihan rasional merupakan suatu pendekatan 
populer dalam arus ini menggunakan teori permainan untuk menjelaskan 
pengambilan keputusan. Aturan-aturan kerap kali bersaing sehingga 
sejumlah aktor akan mendapatkan keuntungan atas kelompok lain. 
                                                        
62 Robert E. Goodin, “Institusion and Their design” dalam The Theory of 
Institusional Design, Robert E. Goodin, ed (Cambridge: Cambridge University 
Press,1996), hal. 20 
63 John T. Ishiyama & Marjike Breuning, 2013, Politik (diterjemahkan oleh Ahmad 
Fedyani saifuddin), Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal 40. 
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Menurut Rhodes dkk64, institusi dalam pengertian ini menyediakan arena-
arena bagi konflik, dan upaya untuk mengubah arena-arena itu 
mendorong terjadinya konflik sama banyaknya jika mereka mengubah 
aturan permainan untuk mengubah alokasi keuntungan dan kerugian. Dari 
sudut pandang ini aturan-aturan tak pernah netral, tetapi sebaliknya 
adalah pertarungan antara penantang dan pemegang kekuasaan. Model 
ini mempelajari tentang bagaimana institusi menghambat rangkaian 
interaksi di antara para aktor, pilihan yang tersedia bagi aktor, struktur 
informasi dan keyakinan aktor serta ganjaran bagi individu dan kelompok. 
Cabang ini menekankan pada konsep efisiensi dan rasionalitas 
pengambilan keputusan. Pendekatan ini hadir untuk membantu menjawab 
pertanyaan seperti : mengapa institusi politik sangat dibutuhkan, mengapa 
institusi mengambil bentuk tertentu, serta mengapa institusi dapat 
mempertahankan dirinya dalam jangka waktu tertentu. 
Cabang kedua yaitu Institusionalisme Sosiologis. Merupakan 
pendekatan yang berakar dari teori organisasi, antropologi dan kajian 
budaya. Para ahli cabang ini memandang aturan, norma, dan struktur 
institusi bukan secara rasional melekat atau didikte oleh asas-asas 
efisiensi, melainkan dikonstruksi secara budaya. Menurut hall dan Taylor, 
Institusionalis sosiologis beranggapan bahwa “bahkan praktik-praktik yang 
tampak paling birokratis sekalipun harus dijelaskan dalam konteks 
                                                        
64 Ibid. 
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budaya.65 Bagi Hall dan taylor Institusionalis sosiologis mendefenisikan 
institusi sebagai prosedur formal atau informal, rutin, norma-norma dan 
konvensi-konvensi yang terikat dalam struktur-struktur organisasi dari 
politik maupun ekonomi politik.66 
Institusionalisme Historis, merupakan cabang ketiga yang tidak 
hanya digunakan oleh ilmuwan politik namun juga dalam kajian hubungan 
internasional. Dalam hal tertentu, Institusionalisme historis merupakan 
cabang yang paling keras dibanding kedua cabang sebelumnya. Cabang 
ini mencakup kelompok elektik dari ahli-ahli dengan berbagai dari ahli-ahli 
dengan berbagai agenda penelitian yang luas.67 
Pendekatan ini banyak membahas tentang decision trees dan path 
dependence. Term yang berarti efek suatu keputusan akan membatasi 
pilihan yang tersedia pada masa depan bagi setiap aktor politik atau 
institusi politik. Institusionalisme historis mengakui pentingnya ide dalam 
menciptakan perubahan politik, disamping peranan variabel ekonomi atau 
kebudayaan dalam pengambilan keputusan politik. Menurut Sanders, bagi 
Institusionalis historis yang menjadi minat utama adalah konstruksi, 
pemeliharaan dan adaptasi institusi.68 
Meski sukar menunjukkan defenisi yang tepat mengenai 
pendekatan Institusionalis historis, ada beberapa unsur umum dalam 
                                                        
65 Ibid., hal.41. 
66 Ibid., hal.42. 
67 Ibid. 
68 Ibid. 
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pemikiran ini, Pierson dan Skocpol69 mengemukakan tiga karakter penting 
pendekatan ini. Pertama, Institusionalis historis mempertanyakan hal 
besar, substantif, yang merupakan minat publik yang luas maupun 
kalangan ilmiah. Kedua, Institusionalis historis memperhatikan waktu 
secara serius untuk menelusuri perubahan-perubahan dalam politik dan 
institusi sepanjang sejarah. dalam hal ini fokus kajiannya yakni isu-isu  
perkembangan institusional. Ketiga, para ahli Institusionalis historis 
menaruh perhatian pada konteks dan konfigurasi yang memungkinkan 
mereka untuk berhipotesis mengenai kombinasi efek institusi dan proses, 
dengan kata lain Institusionalis historis biasanya tidak hanya menguji satu 
Institusi atau proses pada suatu saat dalam waktu melainkan mereka 
cenderung memandang politik sebagai seperangkat proses yang 
kompleks dan institusi yang berubah sepanjang waktu, yang berinteraksi 
dalam cara yang menarik dan tidak terduga. 
2. Teori ekonomi politik kelembagaan 
Pemaknaan terhadap Ekonomi Politik tidak terbatas pada studi 
tentang teori sosial dan keterbelakangan. Caporaso & Levine70 
mengungkapkan bahwa pada awalnya Ekonomi Politik dimaksudkan 
untuk memberikan saran mengenai pengelolaan masalah-masalah 
ekonomi kepada para penyelenggara Negara. Hal ini sesuai dengan 
pemaknaan Ekonomi Politik pada waktu itu sebagai pengelolaan masalah-
masalah ekonomi Negara. Saat ini Ekonomi Politik lebih diartikan sebagai 
                                                        
69 Ibid., hal. 42-43. 
70 Deliarnov, Op.Cit., hal. 8-9. 
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analisis ekonomi terhadap proses politik. Para peneliti mempelajari 
institusi politik sebagai entitas yang bersinggungan dengan pengambilan 
keputusan Ekonomi Politik, yang berusaha mempengaruhi pengambilan 
keputusan dan pilihan publik, baik untuk kepentingan kelompoknya 
maupun untuk kepentingan masyarakat luas. 
Secara luas, ekonomi politik adalah studi tentang interaksi antara 
ekonomi dan politik. Sebagai sebuah topik, ekonomi politik berfokus pada 
hubungan antar Negara dan pasar. Meskipun ekonomi politik, dalam 
pengertian ini, mencakup beragam pendekatan, istilah tersebut telah lama 
diasosiasikan dengan Marxisme, merefleksikan kecendurangan di dalam 
analisis Marxis untuk mengaitkan kekuasaan dengan kepemilikan 
kekayaan. Sebagai sebuah metode, ekonomi politik menunjuk pada 
penggunaan teori-teori dan pendekatan-pendekatan yang digunakan 
dalam ilmu ekonomi untuk menganalisis ilmu politik dan mencakup pilihan- 
rasional, pilihan-publik, pilihan-sosial dan teori-teori permainan.71 
Teori-teori ekonomi politik berdasarkan riset-riset ilmiah dapat 
ditinjau mulai dari perspektif ekonomi klasik. Para penganut perspektif ini 
percaya pada realitas dan pentingnya fenomena kolektif, tetapi 
menentang intervensi pemerintah dalam proses-proses ekonomi (produksi 
dan distribusi). Walau menentang campur tangan pemerintah dalam 
ekonomi, tetapi Smith menganggap pentingnya Negara bertanggung 
                                                        
71 Andrew Heywood, Op. Cit., hal. 223. 
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jawab terhadap pertahanan, peradilan, pekerjaan umum dan institusi-
institusi umum.72 
Berkebalikan dengan perspektif ekonomi klasik, ekonomi politik 
sosialisme (marxisme) merupakan sebuah sistem sosial yang dilandaskan 
pada prinsip komune atau kebersamaan, dimana kepemilikan alat-alat 
produksi dan distribusi adalah bersifat kolektif.73 Deliarnov74 
mengungkapkan bahwa jika ingin membahas ekonomi politik lebih tuntas, 
dimana terlihat peregangan sekaligus interkoneksitas antara politik dan 
ekonomi, taka da yang lebih baik dari ekonomi politik Marxisme. 
Dasar dari ekonomi politik Marxisme dapat dilihat akarnya dari 
pemikiran Karl Marx yang mengkritik kapitalisme dan mencita-citakan 
sosialisme. Marx berpandangan, hakikat ekonomi kapitalisme memburu 
profit sebanyak-banyaknya.75 Oleh karena itu, sistem kapitalis dinilai Marx 
mewarisi daya self destruction, suatu daya dari dalam yang akan 
membawa kehancuran bagi sistem perekonomian liberal itu sendiri. 
Kondisi ini membawa pada ramalan Marx bahwa kapitalisme akan 
digantikan sosialisme nantinya.76 
Pemikiran Marx senantiasa menekankan ide tentang konflik, yaitu 
konflik antara kapital dan buruh. Dari setiap konflik yang terjadi akan 
                                                        
72 Deliarnov, Op.Cit., hal. 32. 
73 Ibid., hal. 39. 
74 Ibid., hal. 43. 
75 Nur Sayyid Santoso Kristeva, 2011, Negara Marxis dan Revolusi Proletariat, 
Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal.220. 
76 Ibid., hal. 224. 
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memunculkan perubahan. Jelas di sini terlihat bahwa proses 
pembangunan melalui konflik merupakan proses dialektik.77 
Salah satu pendekatan dari perspektif ekonomi politik Marxisme 
adalah pendekatan teori Negara Marxian. Asumsinya bahwa masyarakat 
ekonomi terpolarisasi ke dalam kelas-kelas yang terpisah. Tiap kelas 
mempunyai kepentingan berbeda-beda yang tidak bisa dikompres ke 
dalam sebuah kebijakan yang dapat menyenangkan setiap orang. Dalam 
situasi seperti ini, isu tentang otonomi Negara akan muncul sebagai jalan 
keluar untuk merespon beberapa paradoks yang dihadapi oleh kelas 
kapitalis, terutama antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif.78 
Perspektif ekonomi politik Marxisme sengaja disinggung oleh 
penulis karena seperti yang telah dikemukakan pada subbab latar 
belakang penelitian, konsep ajaran Marxisme telah mewarnai sejarah 
kehidupan Negara Republik Indonesia bahkan sebelum era kemerdekaan. 
Membahas gerakan sosial serikat buruh tentu tidak dapat dilepaskan dari 
perspektif ekonomi politik Marxisme, namun sesuai motif yang melandasi 
dilakukannya penelitian ini, tampaknya teori-teori ekonomi politik telah 
mengalami perkembangan sehingga penulis memilih dan menekankan 
ekonomi politik kelembagaan sebagai alat untuk menganalisis gerakan 
sosial serikat buruh hari ini dalam memperjuangkan Upah Minimum Kota 
Makassar. 
                                                        
77 Ibid., hal. 227. 
78 Deliarnov, Op.Cit., hal. 47. 
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Perspektif ekonomi politik kelembagaan dapat dikatakan analisis 
eknomi politik dengan pendekatan institusionalisme, khususnya teori 
kelembagaan baru. Ekonomi politik kelembagaan dapat dijadikan sebagai 
salah satu bentuk pemecahan masalah-masalah ekonomi maupun politik. 
Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa persoalan ekonomi 
maupun politik justru berada di luar domain ekonomi dan politik itu sendiri, 
yaitu dalam kelembagaan yang mengatur proses kerja suatu 
perekonomian maupun proses-proses politik. Menurut Rachbini79, studi 
tentang institusionalisme menempati posisi penting dalam ilmu ekonomi 
politik karena dalam konteks ekonomi politik, institusi merupakan tulang 
punggung dari sistem ekonomi politik. Baik buruknya sistem ekonomi dan 
politik sangat tergantung pada kelembagaan yang membingkainya. 
Salah satu tokoh ekonomi politik kelembagaan adalah Thorstein 
Veblen80. Menurut Veblen, teori-teori klasik dan neoklasik sama-sama 
memiliki bias, terlalu menyederhanakan fenomena-fenomena ekonomi dan 
mengabaikan peran aspek nonekonomi seperti kelembagaan dan 
lingkungan. Padahal pengaruh keadaan dan lingkungan sangat besar 
terhadap perilaku ekonomi masyarakat, sebab struktur politik dan sosial 
yang tidak mendukung dapat memblokir dan menimbulkan distorsi proses 
ekonomi. Bagi Veblen, keadaan dan lingkungan inilah yang disebut 
“institusi”. Veblen tentunya mengartikan institusi secara fisik atau apa yang 
dipahami orang-orang dalam kehidupan sehari-hari. Institusi menurut 
                                                        
79 Ibid., hal. 95. 
80 Veblen dianggap sebagai “Bapak Ekonomi Politik Kelembagaan”, Lihat Ibid. 
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Veblen dicerminkan oleh keadaan dan lingkungan seperti, nilai, norma, 
kebiasaan, budaya yang biasanya telah melekat dan mendarah daging 
dalam masyarakat sehingga relatif mudah diprediksi, lebih stabil dan dapat 
diaplikasikan pada situasi berulang.81 
Menurut Arifin & Rachbini82, penelusuran yang mendalam tentang 
ekonomi politik kelembagaan biasanya didekati dengan format dan pola 
hubungan antara swasta, masyarakat, organisasi buruh, partai politik, 
pemerintah, lembaga konsumen dan sebagainya. Dengan demikian 
pembahasan ekonomi politik kelembagaan jelas terkait erat dengan 
kebijakan publik mulai dari proses perancangan, perumusan, sistem 
organisasi dan implementasi kebijakan publik. 
Terdapat tiga lapisan kelembagaan yang terkait dengan ekonomi 
politik, antara lain: 
a. Kelembagaan sebagai norma-norma dan konvensi 
Kelembagaan sebagai norma-norma dan konvensi lebih diartikan 
sebagai aransemen berdasarkan konsensus bersama. Jika norma-norma 
terkait dengan nilai-nilai yang dianut suatu kelompok, konvensi lebih 
merupakan “kebiasaan selingkuh” yang hanya berlaku di suatu lingkungan 
masyarakat tertentu. Walaupun demikian, hal tersebut bukanlah masalah 
karena yang paling diutamakan dari konvensi adalah aspek keteraturan 
dan keterprediksiannya.83 
                                                        
81 Ibid., hal. 96. 
82 Ibid., hal. 123. 
83 Ibid., hal. 106-107. 
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Schotter84 percaya bahwa konsep konvensi menghendaki adanya 
pemahaman tentang konflik kepentingan. Walau institusi sosial pada 
umumnya peduli dengan pemecahan masalah-masalah koordinasi, tetapi 
institusi sosial tidak bergerak dengan sendirinya dan karena ini 
memerlukan otoritas eksternal (biasanya dimiliki Negara) untuk 
memaksakan aturan yang telah ditetapkan.  
b. Kelembagaan sebagai aturan main 
Kelembagaan sebagai aturan main dilihat sebagai pemberi 
naungan dan sanksi terhadap individu-individu dan kelompok-kelompok 
dalam menentukan pilihannya. Menurut Bogason85, ada tiga level aturan, 
yaitu level aksi, level aksi kolektif dan level konstitusi. Pada level aksi, 
aturan secara langsung mempengaruhi aksi nyata. Pada level aksi 
kolektif, aturan merupakan aksi pada masa-masa yang akan datang. 
Terakhir, pada level konstitusi mendiskusikan mengenai prinsip-prinsip 
bagi pengambilan keputusan kolektif di masa yang akan datang, seperti 
prinsip-prinsip demokrasi. 
Bogason86 melanjutkan bahwa beberapa ciri-ciri umum istitusi, 
antara lain; adanya sebuah struktur yang didasarkan pada sebuah 
interaksi diantara para aktor, adanya pemahaman bersama tentang nilai-
nilai dan adanya tekanan untuk berperilaku sesuai dengan yang telah 
disepakati. Aktor di sini adalah individu-individu atau organisasi-organisasi 
yang memiliki preferensi, kecenderungan dan tujuan masing-masing. 
                                                        
84 Ibid., hal. 107. 
85 Ibid., hal. 108. 
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Tindakan aktor didasarkan pada preferensi-preferensinya dan biasanya 
aktor akan mencari alternative terbaik untuk mencapai tujuannya. 
c. Kelembagaan sebagai hubungan kepemilikan 
Sebagai pengatur hubungan kepemilikan, kelembagaan dianggap 
sebagai aransemen sosial yang mengatur individu atau kelompok pemilik, 
objek nilai bagi pemilik dan orang lain dan orang serta pihak lain yang 
terlibat dalam suatu kepemilikan.87 Hal ini sesuai dengan pandangan 
Mathews88 bahwa institusi merupakan perangkat-perangkat kepemilikan 
dan kewajiban-kewajiban yang mempengaruhi kehidupan ekonomi 
masyarakat. 
F. Kerangka Pemikiran 
Pada penelitian ini, penulis menggunakan skema berpikir yang 
menggunakan teori gerakan sosial, teori kelompk kepentingan dan 
gerakan sosial dalam pendekatan institusionalisme dengan fokus ekonomi 
politik kelembagaan guna mendeskripsikan gerakan sosial serikat buruh 
dalam mempengaruhi kebijakan upah minimum di Kota Makassar. 
Upah minimum kota/kabupaten ditetapkan oleh gubernur 
berdasarkan usulan/rekomendasi Dewan Pengupahan yang 
keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, 
serikat pekerja/buruh serta perguruan tinggi dan pakar. Selanjutnya 
Dewan Pengupahan melakukan Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 
                                                        
87 Ibid., hal. 109. 
88 Ibid. 
45 
 
 
 
dan hasilnya direkomendasikan kepada bupati/walikota lalu ditetapkan 
oleh gubernur. 
Secara umum, tampak tahapan yang harus dilalui dalam penetapan 
upah minimum telah menunjukkan sebuah keteraturan, namun dalam 
pelaksanaannya secara politis terjadi benturan antar kelompok 
kepentingan utamanya pihak pengusaha dan serikat buruh. Perspektif 
ekonomi politik neoklasik telah menganjurkan campur tangan pemerintah 
dan hal ini tampak pada struktur Dewan Pengupahan, namun 
perkembangan dewasa ini, informasi era globalisasi dan kemunculan 
pespektif ekonomi politik neoliberalisme tetap membuahkan kecurigaan 
bagi serikat buruh bahwa pemerintah dapat saja menjadi perpanjangan 
tangan kelas borjuis/pengusaha. 
Pada posisi ini, pendekatan institusionalisme memberikan ruang 
yang baik bagi perjuangan serikat buruh. Pendekatan ini telah mengalami 
perkembangan dari institusionalisme lama ke institusionalisme baru 
sehingga lembaga-lembaga politik bukan lagi dianggap sebagai ‘benda-
benda’, tetapi sebagai rangkaian dari ‘aturan’ yang memandu atau 
membatasi perilaku dari para pelaku individual. Aturan-aturan ini memiliki 
sisi informal dan juga formal. Terkadang proses pembuatan kebijakan 
dibentuk oleh kesepakatan tak tertulis daripada oleh tatanan formal. 
Pokok permasalahan yang diharapkan dapat dipecahkan oleh 
pendekatan institusionalisme adalah pembentukan institusi yang dapat 
menghimpun secara efektif sebanyak mungkin preferensi dari para aktor 
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untuk menentukan kepentingan kolektif. Dengan demikian, Dewan 
Pengupahan merupakan sebuah institusi yang terdiri aktor-aktor yang 
menggunakan sumber dayanya masing-masing dalam mempengaruhi 
penetapan upah minimum. Pendekatan institusionalisme memberikan 
indenpendensi bagi serikat buruh untuk melakukannya perannya dalam 
mempengaruhi penetapan upah minimum, namun di sisi lain, aturan-
aturan institusi telah memberikan batasan bagi serikat buruh untuk 
senantiasa berada di jalur peraturan yang berlaku. 
Pendekatan institusionalisme juga dapat menganalisis 
perkembangan internal serikat buruh yang juga menjadi landasan dalam 
menganalisis perannya dalam penetapan upah minimum. Apalagi dewasa 
ini terdapat indikasi bahwa birokrasi merupakan kebutuhan serikat buruh 
sehingga organisasi dapat berjalan secara rasional.  
Jika dibenturkan pada gerakan sosial, serikat buruh sebagai 
kelompok kepentingan tentunya menggunakan saluran-saluran tertentu 
untuk mencapai tujuannya, utamanya perjuangan kenaikan upah 
minimum. Efektifitas gerakan serikat buruh dalam memperjuangkan 
kenaikan upah minimum, secara ekonomi politik kelembagaan berarti 
menganalisis serikat buruh sebagai institusi dan posisinya dalam Dewan 
Pengupahan Kota Makassar. Hal yang menarik adalah Upah Minimum 
Kota Makassar untuk tahun 2016 mengalami kenaikan dari tahun 
sebelumnya. Tentunya menjadi hal yang menarik untuk menganalisis 
peran serikat buruh dalam kerangka ekonomi politik kelembagaan 
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sehingga UMK Makassar tahun 2016 mengalami kenaikan. Lebih jelasnya 
dapat dilihat pada skema pikir berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Kerangka Pikir 
Gerakan Sosial Serikat Buruh 
Tarik Menarik Kepentingan 
Pengsaha & Serikat Buruh 
Peran Serikat Buruh 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian dalam bab ini menguraikan prosedur-prosedur 
yang dilakukan sehingga penelitian ini dapat terlaksana. Adapun subbab 
yang akan diuraikan, yaitu lokasi penelitian, tipe dan jenis penelitian, 
informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, fokus 
penelitian dan teknik analisis data. 
A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan mendatangi 
sekretariat serikat buruh dan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. 
Adapun penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan. 
B. Tipe dan Jenis Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Adapun tipe dalam penelitian ini yaitu menggunakan tipe penelitian 
kualitatif. 
2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
kasus (case study). Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah secara 
jelas dan mendalam mengenai gerakan sosial serikat buruh dalam 
memperjuangkan UMK Makassar berdasarkan perspektif ekonomi politik 
kelembagaan. 
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C. Informan Penelitian 
Informan yang diwawancarai dalam penelitian ditentukan secara 
purposive (bertujuan), dengan melihat kesesuaian antara calon informan 
dengan informasi yang dibutuhkan. Artinya, informan yang akan dipilih 
adalah mereka yang betul-betul terlibat dalam proses menentukan Upah 
Minimum Kota. Informan tersebut berasal dari Dewan Pengupahan Kota 
Makassar dimana di dalamnya Serikat Buruh juga memainkan peranan 
penting.  Adapun informan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 3.1 Informan Penelitian 
No Nama Institusi Jabatan 
Tanggal 
Wawancara 
1 Syaharuddin 
Federasi Serikat 
Pekerja Perkayuan dan 
Perhutanan Indonesia 
(FSP Kahutindo) 
Ketua 25 Agustus 2016 
2 Muhammad Haedir 
Federasi Serikat 
Pekerja Perjuangan 
Buruh Indonesia 
(FSPBI),  
Ketua 
19 Agustus 
2016 dan 30 
Oktober 
2016 
3 Muis 
Konfederasi Serikat 
Pekerja Seluruh 
Indonesia (KSPSI) 
Ketua 27 Agustus 2016 
4 Darnisa 
Dinas Tenaga Kerja 
Kota Makassar 
(Disnaker) 
Humas 
2 Agustus 
2016 dan 30 
Oktober 
2016 
 
D. Sumber Data 
Untuk mendukung validitas penelitian ini, ada dua jenis data yang 
hendak dikumpulkan untuk  selanjutnya menjadi bahan analisis yakni: 
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1. Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini. Data 
primer diperoleh secara langsung dari sumber data baik sebagai 
responden maupun informan melalui hasil wawancara dan 
observasi. 
2. Data sekunder berupa data-data dan informasi tidak langsung yang 
diperoleh dari dokumen laporan-laporan, naskah peraturan/ 
kebijakan, leaflet/ brosur, dan situs-situs yang relevan. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini, yaitu: 
1. Wawancara (Interview) 
Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 
mengumpulkan keterangan, ataupun pendapat informan. Wawancara di 
sini dimaksudkan dimana peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan 
yang telah disusun sebelumnya berbentuk pedoman wawancara. 
2. Observasi (Observation) 
Kegiatan observasi meliputi pengamatan, pencatatan secara 
sistematik kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-
hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang 
dilakukan. 
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3. Studi Dokumentasi 
Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang 
bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di tempat penelitian 
ataupun yang berada di luar tempat penelitian. 
F. Fokus Penelitian 
Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka berikut disajikan 
operasional fokus penelitian ini, yaitu: 
1. Gerakan Sosial Serikat Buruh 
Gerakan sosial Serikat Buruh dalam penelitian ini merujuk pada 
upaya-upaya kolektif yang dilakukan oleh Serikat Buruh di Kota Makassar 
dalam mempengaruhi kenaikan UMK Makassar. Gerakan yang dilakukan 
serikat buruh tersebut menggambarkan peran serikat buruh yang terdiri 
dari: 
a. Gerakan sosial serikat buruh berdasarkan perspektif ekonomi politik 
kelembagaan dengan fokus pada gerakan di Dewan Pengupahan 
Kota Makassar 
b. Gerakan sosial serikat buruh sebagai kelompok kepentingan dengan 
fokus pada gerakan demonstrasi, mogok kerja dan gerakan 
pemanfaatan internet 
2. Tarik menarik kepentingan 
Tarik menarik kepentingan dalam penelitian ini menggambarkan 
perbedaan kepentingan antara serikat buruh dan pihak pengusaha dalam 
memandang besarnya nilai upah minimum Kota Makassar tahun 2016 
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serta keberadaan aktor pemerintah sebagai penengah dalam tarik 
menarik kepentingan tersebut. 
G. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini 
mengacu pada Model Miles dan Haberman89, sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
         Gambar 2. Analisis Data Miles dan Haberman 
1. Reduksi Data 
Reduksi data, dilakukan dengan merangkum keseluruhan data-data 
yang telah dikumpulkan lalu memilah-milahnya. Data-data yang telah 
dikumpulkan kemudian dipilah-pilah sesuai dengan rumusan masalah 
dalam penelitian ini. 
2. Penyajian Data 
Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan setelah data yang 
telah direduksi kemudian ditempatkan dan dianalisis lebih jauh 
berdasarkan permasalahan yang hendak dijawab.  
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 
                                                        
89 Iskandar, 2009, Metodologi Peneltian Kualitatif, Jakarta, Gaung Persada, hal. 
139-142. 
Pengumpulan Data Penyajian Data 
Reduksi Data 
Kesimpulan Penggambaran/ 
Verifikasi Data 
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Setelah penyajian data dilakukan, selanjutnya akan ditarik 
kesimpulan berdasarkan rumusan masalah. 
H. Pengabsahan Data 
Adapun teknik penjamin keabsahan data yang digunakan oleh 
peneliti, yaitu triangulasi data. Triangulasi data adalah menggali 
kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber 
perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, 
peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant obervation), 
dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau 
tulisan  pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara  itu akan 
menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan 
memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai 
fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan 
pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Bab ini akan menguraikan tentang gambaran umum lokasi 
penelitian. Secara geografis, penelitian ini berlokasi di Kota Makassar 
sehingga peneliti menggambarkan secara ringkas kondisi geografis dan 
demografis Kota Makassar. Peneliti kemudian melanjutkan dengan 
menguraikan kondisi ketenagakerjaan Kota Makassar berdarkan informasi 
terbaru. Selain itu, peneliti juga menggambarkan Dewan Pengupahan 
Kota Makassar sebagai lembaga yang bertugas dalam mengurusi upah 
minimum Kota Makassar setiap tahunnya. 
A. Gambaran Umum Kota Makassar 
1. Kondisi Geografis Kota Makassar 
Kota Makassar menjadi pusat dari segala aktifitas di Provinsi 
Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kota Makassar 
merupakan ibu kota provinsi, melainkan juga posisi kota yang sangat 
strategis. Menurut pemerintah Kota Makassar90, Kota ini merupakan 
persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di 
Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur 
Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. 
Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 
derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang 
                                                        
90 http://bahasa.makassarkota.go.id/, Diakses 25 Oktober 2016. 
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bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar 
merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5 derajat ke 
arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai.Tallo yang bermuara di 
bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. 
Kota Makassar terletak antara 119º24'17'38” Bujur Timur dan 5º8'6'19” 
Lintang Selatan91. Berikut luas wilayah dan persentase terhadap luas 
wilayah menurut kecamatan di kota Makassar:  
Tabel 4.1 Luas Wilayah Dan Persentase Terhadap Luas Wilayah 
Menurut Kecamatan Di Kota Makassar92 
No Kecamatan Luas 
(Km²) 
Persentase 
(%) 
1 Mariso 1,82 1,04 
2 Mamajang 2,25 1,28 
3 Tamalate 20,21 11,50 
4 Rappocini 9,23 5,25 
5 Makassar 2,52 1,43 
6 Ujung Pandang 2,63 1,50 
7 Wajo 1,99 1,13 
8 Bontoala 2,10 1,19 
9 Ujung Tanah 5,94 3,38 
10 Tallo 5,83 3,32 
11 Panakkukang 17,05 9,70 
12 Manggala 24,14 13,73 
13 Biringkanaya 48,22 27,43 
14 Tamalanrea 31,84 18,12 
 Total 175,77 100,00 
 Sumber :  Kota Makassar Dalam Angka, 2016 
Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 
175,77 Km2 daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah 
luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km². wilayah ini kemudian dibagi 
dalam 14 kecamatan yakni kecamatan Mariso, Mamajang, Tamalate, 
                                                        
91 Ibid. 
92 BPS Kota Makassar, 2016, Kota Makassar Dalam Angka 2016, Makassar, BPS 
Kota Makassar, hal. 10. 
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Rappocini, Makassar, Ujungpandang, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Tallo, 
Panakkukang, Manggala, Biringkanaya dan Tamalanrea. Diantara 
kecamatan-kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan 
dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, 
Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya. 
Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa kecamatan yang paling luas 
terletak pada kecamatan Biringkanaya, yakni seluas 48,22 Km2 , atau 
sebesar 27,43 persen dari keseluruhan luas Kota Makassar, dan 
kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan Mariso, yang hanya 
seluas 1,82 Km2, atau hanya sekitar 1,04 persen dari total keseluruhan 
Kota Makassar. Adapun kecamatan yang menjadi pusat, ataupun titik nol 
kilometer Kota Makassar berada pada Kecamatan Makassar yang 
memiliki luas 2,52 Km2 atau sekitar 1,43 persen dari seluruh wilayah 
Makassar. 
2. Demografi Kota Makassar 
Kota Makassar saat ini menjadi salah satu wilayah urban yang 
pertumbuhan penduduknya semakin bertambah setiap tahunnya. 
Penduduk Kota Makassar berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 
sebanyak 1.449.401 jiwa yang terdiri atas 717.047 jiwa penduduk laki-laki 
dan 732.354 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi 
jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Kota Makassar mengalami 
pertumbuhan sebesar 1,41 persen dengan masing-masing persentase 
pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,45 persen dan penduduk 
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perempuan sebesar 1,37 persen. Sementara itu besarnya angka rasio 
jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk 
perempuan sebesar 97,91.93 
Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Kota Makassar Berdasarkan 
Kecamatan94 
No Kecamatan 
 
Jumlah 
Penduduk 
( Jiwa) 
Persentase 
Penduduk 
(Persen ) 
Kepadatan 
Penduduk 
(Per Km) 
1 Mariso 58.815 4,06 32.316 
2 Mamajang 60.779 4,19 27.013 
3 Tamalate 190.694 13,16 9.436 
4 Rappocini 162.539 11,21 17.610 
5 Makassar 84.396 5,82 33.490 
6 Ujung Pandang 28.278 1,95 10.752 
7 Wajo 30.722 2,12 15.438 
8 Bontoala 56.243 3,88 26.782 
9 Ujung Tanah 48.882 3,37 8.229 
10 Tallo 138.598 9,56 23.773 
11 Panakkukang 146.968 10,14 8.620 
12 Manggala 135.049 9,32 5.594 
13 Biringkanaya 196.612 13,57 4.007 
14 Tamalanrea 110.826 7,65 3.481 
  Sumber :  Kota Makassar Dalam Angka, 2016 
Pertumbuhan penduduk terjadi tidak saja disebabkan karena 
terjadinya kawin mawin antar penduduk, melainkan juga karena adanya 
arus urbanisasi, yang menjadi dampak dari program-program 
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam berbagai 
bidang, terutama pendidikan, kesehatan, perindustrian dan perdagangan, 
serta pariwisata. Tidak heran jikalau segala fasilitas, sarana dan 
prasarana, yang ada di Kota Makassar menyebabkan banyaknya orang-
                                                        
93 Ibid., hal. 63. 
94 Ibid., hal. 67-68. 
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orang yang tergiur untuk pindah, menetap, dan mencoba peruntungan di 
Kota Makassar. 
Kepala Bidang Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad 
Arafah bahwa  hasil penelitian menunjukkan 20 tahun lalu populasi 
masyarakat di Sulawesi Selatan dulu 30% di perkotaan dan 70% di 
pedesaan. Saat ini kondisi itu sangat berubah secara signifikan, 55% 
penduduk Indonesia itu berada di perkotaan, prediksi 20 tahun ke depan 
penduduk Sulawesi Selatan 80% berada di perkotaan.95 
3. Kondisi Ketenagakerjaan Di Kota Makassar 
Ketenagakerjaan di Kota Makassar secara langsung dinaungi oleh 
Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di 
Kota Makassar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar pada tahun 2015 
sebesar 10.326 pekerja dengan penurunan 2,80 persen. Dari 10.326 
pekerja yang terdaftar sebesar 8.315 telah ditempatkan bekerja. 
Perbandingan pencari kerja laki-laki lebih sedikit dibandingkan 
perempuan, terdaftar 5.052 laki-laki dan 5.274 perempuan pencari kerja 
terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja.  Proporsi terbesar pencari kerja yang 
mendaftar pada Dinas Tenaga Kerja berpendidikan terakhir SMA yaitu 
sebesar 43,91 persen (4.534 pekerja) dan yang ditempatkan sebanyak 
906 pekerja di tahun 2015.96 
                                                        
95 Kementrian Perhubungan dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Cabang 
Sulawesi Selatan. 2015. Laporan Forum Diskusi Publik Sektor Transportasi. 
Diselenggarakan pada 10 Maret 2015 di Kota Makassar. 
96 BPS Kota Makassar, Loc. Cit., hal. 64. 
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Secara internasional berdasarkan konsep PBB, penduduk usia 15-
64 tahun dikelompokkan sebagai tenaga kerja, sedangkan di Indonesia 
menggolongkan penduduk usia 15 tahun ke atas sebagai tenaga kerja. 
Batasan ini didasarkan pada kenyataan terdapat banyak penduduk usia 
15 tahun keatas yang bekerja. Melalui konsep tersebut, tenaga kerja 
dapat digolongkan mereka yang termasuk angkatan kerja dan bukan 
angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja adalah mereka yang 
bekerja (untuk meghasilkan barang dan jasa) maupun yang belum 
(sedang mencari pekerjaan). Tenaga kerja yang tidak termasuk angkatan 
kerja yaitu mencakup mereka yang sedang bersekolah, mengurus rumah 
tangga, tidak mampu melakukan kegiatan dan lainnya.97  
Tabel 4.3 Klasifikasi Penduduk Kota Makassar Berdasarkan 
Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja98 
No Kegiatan Utama Jumlah (Orang) 
1 
Angkatan Kerja 593.160 
Bekerja 521.854 
Pengangguran Terbuka 71.306 
2 
Bukan Angkatan Kerja 481.324 
Sekolah 206.247 
Mengurus Rumah Tangga 220.789 
Lainnya 54.288 
Total 1.074.484 
 Sumber :  Kota Makassar Dalam Angka, 2016 
Tabel tersebut menggambarkan pembagian penduduk Kota 
Makassar berdasarkan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Tampak 
penduduk Kota Makassar yang bekerja lebih tinggi daripada yang lainnya. 
                                                        
97 BPS Kota Makassar, 2015, Indikator Kesejahteraan Kota Makassar, Makassar, 
BPS Kota Makassar, hal. 44. 
98 BPS Kota Makassar, 2016, Kota Makassar Dalam Angka 2016, Op.Cit., hal. 71. 
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Walau demikian, jumlah angkatan kerja dalam bentuk pengangguran 
terbuka juga relatif masih terbilang tinggi. Untuk lebih jelasnya, penulis 
juga menyajikan status pekerjaan utama penduduk Kota Makassar yang 
bekerja. 
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja 
Menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Makassar99 
No Status Pekerjaan Utama Jumlah 
(Orang) 
1 Berusaha Sendiri 90.744 
2 Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh 
tidak dibayar 
25.497 
3 Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 15.748 
4 Buruh/Karyawan/Pegawai 343.575 
5 Pekerja Bebas 18.017 
6 Pekerja Keluarga/tak dibayar 28.273 
Total 521.854 
 Sumber :  Kota Makassar Dalam Angka, 2016 
Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa sebagian besar 
penduduk Kota Makassar bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai lalu 
kemudian disusul oleh wiraswasta/wirausaha. Kondisi ini telah 
menempatkan pentingnya pembahasan dari berbagai aktor dalam 
penetapan upah minimum kota setiap tahunnya. 
B. Gambaran Umum Dewan Pengupahan Kota Makassar 
Mengenai penetapan upah minimum, institusi yang paling berperan 
adalah Dewan Pengupahan yang berfungsi merumuskan besaran upah 
minimum yang menjadi dasar penetapan upah minimum oleh Kepala 
Daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004, 
Dewan Pengupahan terbagi atas:  
                                                        
99 Ibid., hal. 76. 
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1. Dewan Pengupahan Nasional 
2. Dewan Pengupahan Provinsi dan 
3. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.   
Dewan Pengupahan adalah sebuah lembaga nonstruktural yang 
bersifat tripartit yang bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan 
kepada Kepala Daerah dalam menetapkan upah minimum dan 
menerapkan sistem pengupahan serta menyiapkan bahan perumusan 
sistem pengupahan. Dewan ini terdiri atas tripartit dengan model 
keterwakilan berimbang, yaitu: 
1. Pemerintah 
2. Pengusaha dan 
3. Buruh serta 
4. Unsur dari Perguruan tinggi atau Pakar  
Dewan Pengupahan melakukan perundingan setiap tahun untuk 
menetapkan besaran nilai upah minimum. Dasar utama untuk 
mendapatkan angka usulan kenaikan upah minimum adalah survei harga 
pasar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dengan terbitnya Keputusan 
Presiden No. 107 Tahun 2004, maka keberadaan Dewan Provinsi dan 
kota/kabupaten diharapkan dapat memperkecil persoalan yang selama ini 
sering dihadapi, khususnya carut marutnya permasalahan upah di 
Indonesia. 
Saat ini Dewan Pengupahan menggunakan model komposisi 
keterwakilan secara berimbang. Masing-masing unsur tripartit mempunyai 
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jumlah wakil yang sama dalam Dewan Pengupahan. Bertambahnya 
jumlah perwakilan serikat buruh dalam Dewan Pengupahan berkaitan 
dengan diratifikasinya Konvensi ILO 87/98 tentang Kebebasan Berserikat. 
Hanya serikat buruh yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau 
kota/kabupaten yang bisa menjadi anggota Dewan Pengupahan; semakin 
banyak jumlah serikat buruh yang terdaftar akan semakin banyak pula 
jumlah perwakilan serikat buruh di Dewan Pengupahan. Bertambahnya 
jumlah perwakilan serikat buruh tersebut akan diiringi dengan 
bertambahnya jumlah perwakilan pengusaha dan pemerintah sehingga 
komposisi keterwakilan yang ada tetap berimbang. 
Perubahan ini memberikan peluang bagi buruh untuk ikut serta 
dalam pengambilan keputusan di Dewan Pengupahan sehingga buruh 
bisa memanfaatkan Dewan Pengupahan untuk memperjuangkan 
perbaikan kondisinya. Berdasarkan Keputusan Menteri No. 226/2000, 
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) melimpahkan kewenangan penetapan 
upah minimum provinsi dan kabupaten/kota kepada gubernur. Pelimpahan 
tersebut merupakan aktualisasi dari kebijakan otonomi daerah. Jika dilihat 
dari dimensi pelayanan publik yang terdesentralisasi pada tingkat lokal, 
pemerintah sebagai pelayan publik akan semakin dekat dengan 
masyarakat sekaligus mampu memahami dan menyerap aspirasi serta 
kepentingan masyarakat lokal sebagai subyek layanan. Hal itu 
sebenarnya bisa memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk 
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membuat suatu kebijakan tanpa bergantung pada pemerintah pusat dan 
lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat lokal. 
Dengan kata lain, gubernur dapat menetapkan upah sesuai dengan 
aspirasi masyarakat setempat yang hasilnya diharapkan lebih sesuai 
dengan kondisi riil yang ada. Kondisi saat ini, buruh masih merasa tidak 
puas terhadap rumusan yang dihasilkan oleh Dewan Pengupahan karena 
kriteria upah minimum yang diberlakukan dianggap tidak sesuai dengan 
kondisi riil buruh. Demikian pula halnya dengan pengusaha yang merasa 
keberatan dengan kenaikan upah saat ini. 
Pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan diterangkan bahwa untuk memberikan saran, 
pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan 
ditetapkan pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan 
nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi dan 
Kabupaten/Kota. Menurut Keppres Nomor 107 Tahun 2004, komposisi 
keanggotaan Dewan Pengupahan terdiri atas unsur Pemerintah, 
Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja, dan Pakar/Akademisi dengan 
perbandingan 2:1:1. Untuk unsur pakar dan akademisi jumlahnya 
disesuaikan menurut kebutuhan. Jumlah tersebut tidak dibatasi dan harus 
gasal (ganjil). 
Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (Depekab/Depeko) adalah 
sebuah lembaga daerah yang bersifat tripatrit yang berkedudukan di 
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wilayah kabupaten/kota. Pembentukan dan pemberhentian Dewan 
Pengupahan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.  
Depekab/Depeko memiliki kewenangan yang hampir sama dengan 
Depeprov, tugas dan wewenang Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota 
secara yuridis yaitu100 :  
1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam 
rangka: 
a. Pengusulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah 
Minimum Sektoral; 
b. Penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten/Kota; 
2. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan 
nasional. 
Dewan Pengupahan Kota Makassar dibentuk pada tahun 2011 dan 
di tahun yang sama mulai menjalankan survei KHL untuk menentukan 
upah minimum kota. Anggota Dewan Pengupahan Kota Makassar terdiri 
dari101: 
1. Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar 
2. Serikat Pekerja sebanyak 5 orang 
3. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebanyak 5 orang 
4. Akademisi sebanyak 2 orang 
5. Badan Pusat Statistika sebanyak 1 orang 
                                                        
100 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan 
PengupahanPasal 38. 
101 Disnaker Kota Makassar, 2016, Laporan Disnaker Kota Makassar Tahun 2015, 
Makassar, Disnaker Kota Makassar. 
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6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 1 orang 
Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar melalui visi-nya; “Mewujudkan 
Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera Untuk 
Semua” memiliki sasaran strategi yang akan dicapai, yaitu102: 
1. Terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing 
2. Terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha 
3. Terciptanya hubungan industrian yang harmonis antara pekerja dan 
pengusaha 
4. Meningkatnya kesejahteraan pekerja 
5. Terwujudnya lingkungan kerja yang aman, sehat dan nyaman 
6. Terwujudnya perlindungan hak dasar pekerja 
DPP Apindo Sulawesi Selatan mempunyai kantor cabang yang 
tersebar di 24 Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan, DPP Sul-Sel 
telah memiliki lebih dari 100 perusahaan UKM yang menjadi binaan dari 
DPP Sul-Sel. Potensi jumlah penduduk yang besar di Provinsi Sulawesi 
Selatan mendorong berkembangnya usaha mandiri masyarakat atau 
tumbuhnya pengusaha UKM, di samping itu, berpotensi pula untuk 
mendatangkan investor baik asing ataupun domestik untuk melakukan 
kegiatan bisnis dan berinvestasi di wilayah Sulawesi Selatan. Saat ini DPP 
Apindo Sulawesi Selatan memiliki jumlah anggota biasa sebanyak 196 
perusahaan dan anggota luar biasa sebanyak 35 perusahaan.103 
                                                        
102 Ibid. 
103 Apindo, 2016, Laporan Tahunan 2015, Jakarta, Apindo, hal. 157. 
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Sementara untuk serikat pekerja, perkembangannya juga cukup 
signifikan di Kota Makassar, namun untuk Dewan Pengupahan Kota 
Makassar terdapat lima serikat pekerja yang menjadi anggotanya, yaitu104: 
1. Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (Kahutindo) 
2. Serikat Pekerja Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) 
3. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) 
4. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 
5. Gabungan Serikat Buruh Nusantara (GSBN) 
Masing-masing serikat buruh diwakili oleh anggotanya sebanyak 1 
orang untuk terdaftar menjadi anggota Dewan Pengupahan Kota 
Makassar. Sejak terbentuknya Dewan Pengupahan Kota Makassar pada 
tahun 2011, Upah Minimum Kota mulai ditetapkan di Kota Makassar 
sejak tahun 2012. Berikut peneliti menyajikan besarnya UMK dan UMP 
dari tahun ke tahun. 
Tabel 4.5 Besarnya Nilai UMK Makassar dan UMP Sulawesi Selatan 
dari tahun 2009-2016105 
Tahun UMK 
(Upah Minimum Kota) 
UMP 
(Upah Minimum Provinsi) 
2016 Rp 2.313.625,- Rp 2.250.000,- 
2015  Rp. 2.075.000,- Rp. 2.000.000,- 
2014 Rp 1.900.000,- Rp 1.800.000,- 
2013 Rp 1.500.000,- Rp 1.440.000,- 
2012 Rp 1.265.000,- Rp 1.200.000,- 
2011 - Rp 1.100.000,- 
2010 - Rp 1.000.000,- 
2009 - Rp 905.000,- 
 Sumber :  Disnaker Kota Makassar, 2016 
                                                        
104 Disnaker Kota Makassar, 2016, Op. Cit. 
105 Ibid. 
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Berdasarkan tabel tersebut tampak dari tahun 2009 hingga tahun 
2016 baik UMK maupun UMP terus mengalami peningkatan, sementara 
upah minimum Kota Makassar baru ditetapkan sejak tahun 2012, setahun 
setelah terbentuknya Dewan Pengupahan Kota Makassar. Perhitungan 
UMK Makassar pada tahun 2016 didasarkan pada jumlah pertumbuhan 
inflasi sebesar 6,83% dan pertumbuhan PDB sebesar 4,67% sehingga 
total peningkatan UMK Makassar tahun 2016 sebesar 11,5% dari UMK 
Makassar tahun 2015106. 
 
                                                        
106 Ibid. 
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BAB V 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis akan menggambarkan hasil dan pembahasan 
untuk menjawab permasalahan utama dalam penelitian. Adapun sub-bab 
yang akan dideskripsikan difokuskan pada peran serikat buruh dalam 
memperjuangkan kenaikan Upah Minimum Kota Makassar dan tarik 
menarik kepentingan dalam penetapan Upah Minimum Kota Makassar. 
A. Peran Serikat Buruh dalam Memperjuangkan Kenaikan Upah 
Minimum Kota Makassar 
Peran serikat buruh dalam penelitian ini menggambarkan proses 
gerakan sosial serikat buruh dalam memperjuangkan kenaikan upah 
minimum di Kota Makassar. Sub bab pertama menganalisis perjuangan 
gerakan sosial serikat buruh di dalam Dewan Pengupahan Kota Makassar. 
Pada sub bab berikutnya dilanjutkan proses gerakan serikat buruh 
sebagai kelompok kepentingan yang memperjuangkan kenaikan UMK 
Makassar. 
1. Proses gerakan sosial serikat buruh di dalam Dewan 
Pengupahan Kota Makassar 
Memperjuangkan kenaikan upah minimum adalah salah satu 
agenda gerakan serikan buruh di Kota Makassar. Beragam jenis serikat 
buruh yang ada di Kota Makassar memiliki peran yang cukup penting 
69 
 
dalam melancarkan gerakan sosialnya agar tuntutan kenaikan upah 
minimum dapat terpenuhi. 
Serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas buruh/pekerja tanpa 
campur tangan pengusaha, pemerintah dan pihak manapun. Basis utama 
serikat buruh ada di tingkat perusahaan, serikat buruh yang ada dapat 
menggabungkan diri dalam federasi serikat buruh/pekerja. Demikian 
halnya Federasi Serikat Buruh/Pekerja dapat menggabungkan diri dalam 
Konfederasi Serikat Buruh/Pekerja.107 
Perkembangan lebih lanjut serikat buruh di Indonesia utamanya 
pasca orde baru menuntut campur tangan pemerintah dengan 
mengeluarkan berbagai kebijakan utamanya untuk meredam konflik 
antara serikat buruh dengan para pengusaha. Proses ini juga diklaim oleh 
pemerintah sebagai bentuk pemenuhan terhadap tuntutan-tuntutan buruh 
melalui serikat buruh di awal reformasi setelah sekian lama kebebasan 
berserikat dikungkung di masa orde baru. Melalui kebijakan pembentukan 
Dewan Pengupahan dari tingkat nasional hingga tingkat kota/kabupaten, 
maka berbagai aktor termasuk serikat buruh, pengusaha, pemerintah dan 
akdemisi dapat duduk bersama membahas penetapan upah minimum 
setiap tahunnya. Hal ini membawa bentuk bagi gerakan sosial serikat 
buruh untuk terlibat dalam Dewan Pengupahan tersebut agar dapat 
memperjuangkan besarnya nilai upah minimum yang ditetapkan karena 
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lembaga ini memiliki wewenang untuk menentukan besarnya bilai upah 
minimum melalui musyawarah bersama. 
Di Kota Makassar, terdapat lima serikat buruh yang merupakan 
anggota Dewan Pengupahan Kota Makassar, yaitu Federasi Serikat 
Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (FSP Kahutindo), Federasi 
Serikat Pekerja Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI), Konfederasi Serikat 
Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera 
Indonesia (SBSI) dan Gabungan Serikat Buruh Nusantara (GSBN). 
Kelima serikat buruh ini adalah memiliki jumlah anggota yang cukup 
banyak dan terdiri dari berbagai Federasi Serikat Buruh maupun Serikat 
Buruh/Pekerja. 
“…Di Kota Makassar itu terdapat 6226 perusahaan pada tahun 2015 
dan 236 Serikat Buruh/Pekerja yang terdaftar di Disnaker Kota 
Makassar hingga saat ini. Adapun jumlah perselisihan antara 
perusahaan dan buruh itu sebanyak 118 kasus selama tahun 
2015…”108 
Berdasarkan keterangan Humas Disnaker Kota Makassar bahwa 
jumlah Serikat Buruh/Pekerja yang terdaftar di Disnaker Kota Makassar 
sampai saat ini sebanyak 236 dan selama tahun 2015 terdapat 118 kasus 
yang merupakan perselisihan antara pihak perusahaan dengan buruhnya. 
Dengan demikian, serikat buruh yang bukan anggota Dewan Pengupahan 
Kota Makassar jumlahnya juga cukup banyak. Hanya saja, perlu diketahui 
bahwa lima Konfederasi/Federasi Seikat Buru/Pekerja sebagai anggota 
Dewan Pengupahan Kota Makassar merupakan Konfederasi/Federasi 
yang menaungi berbagai serikat buruh. 
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Beberapa Konfederasi/Federasi Serikat Buruh/Pekerja yang bukan 
anggota Dewan Pengupahan, seperti Serikat Pekerja Mandiri PT Kemilau 
Bintang Timur Makassar. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 
dan Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) yang biasanya berafiliasi 
dengan FSPBI. Sementara serikat buruh yang baru saja terbentuk, yaitu 
Serikat Pekerja Rumah Tangga Paraikatte. 
“…Jumlah serikat buruh/pekerja itu meningkat setiap tahunnya, tapi 
Kami biasa melakukan koalisi serikat buruh ketika hendak 
memperjuangkan kepentingan buruh, seperti FSPBI itu berafiliasi 
dengan Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) dengan nama 
Solidaritas Pekerja Nusantara (SPN) Kota Makassar atau biasanya 
Kami membentuk front se Makassar yang bukan hanya berbagai 
serikat buruh, tapi juga dari kelompok-kelompok mahasiswa…”109 
Informan Haedir selaku perwakilan dari FSPBI yang juga 
merupakan anggota Dewan Pengupahan Kota Makassar menunjukkan 
bahwa serikat buruh di Kota Makassar tetap melakukan relasi baik itu 
serikat buruh yang merupakan anggota Dewan Pengupahan maupun 
serikat buruh yang bukan anggota Dewan Pengupahan Kota Makassar. 
Bentuk relasinya dapat dilihat melalui pembentukan koalisi atau front se 
Makassar dalam memperjuangkan kepentingan buruh/pekerja termasuk 
kenaikan upah minimum kota. 
Pada perspektif teori gerakan sosial, keterlibatan serikat buruh 
dalam Dewan pengupahan Kota Makassar merupakan bentuk gerakan 
pendelegasian dimana serikat butuh mengirim perwakilannya dan menjadi 
anggota Dewan pengupahan. Walau tidak semua serikat buruh 
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mengirimkan perwakilannya, namun lima serikat buruh tersebut yang 
menjadi anggota Dewan Pengupahan Kota Makassar merupakan federasi 
serikat buruh yang terbesar memiliki pengaruh yang kuat di Kota 
Makassar. Sementara serikat buruh yang perwakilannya tidak menjadi 
anggota di Dewan Pengupahan memilih gerakan untuk membangun 
koalisi baik sesama serikat buruh maupun dengan kelompok-kelompok 
mahasiswa. 
Oommen110 menyatakan bahwa gerakan sosial bukanlah sesuatu 
yang kebetulan muncul, juga bukan sepenuhnya hasil dari manipulasi 
para pemimpin dan demagog, namun merupakan konsekuensi dari usaha-
usaha yang dijalankan secara sadar oleh orang untuk mengubah sistem di 
bawah cahaya pengalaman masa silam mereka dalam rangka untuk 
menghindarkan diri dari kekeliruan-kekeliruan. Pada titik inilah keberadaan 
Dewan pengupahan justru memberikan warna tersendiri bagi gerakan 
sosial serikat pekerja. 
Tidak dipungkiri, serikat buruh di Indonesia termasuk di Kota 
Makassar sangat dipengaruhi oleh perspektif Marxian. Determinisme 
ekonomi Marx telah memberikan dampak bagi kaum buruh untuk 
memposisikan dirinya sebagai kelas yang terus berjuang untuk 
menggulingkan kapitalisme. Hal ini sesuai dengan pandangan ekopol 
Marxian bahwa relasi produksi antara kelas pekerja dengan kelas pemilik 
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modal akan selalu berujung konflik, yaitu pemberontakan proletar yang 
nantinya berujung kemenangan kelas pekerja. 
Pada perkembangannya selanjutnya, ekopol kelembagaan 
memberikan ruang bagi serikat buruh untuk terlibat langsung dalam 
penentuan kebijakan upah minimum melalui Dewan Pengupahan. Selain 
itu, pemerintah terus melakukan mediasi dengan pengusaha dan serikat 
buruh melalui kebijakan “aturan main” agar konflik berupa kekerasan 
dapat terhindarkan. Melalui Dewan Pengupahan, konflik dapat diolah dan 
disalurkan prosesnya berdasarkan aruran-aturan yang berlaku. 
Semangat perjuangan gerakan serikat buruh di Kota Makassar 
didasarkan pada adanya kesamaan nasib yang dirasakan oleh para buruh. 
Dalam hubungan produksi, relasi antara pekerja/buruh dan pengusaha 
adalah dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan, namun 
sebagaimana sejarah menunjukkan pekerja/buruh sering mendapatkan 
ketidakadilan terutama upah yang murah sementara kebutuhan hidup 
semakin meningkat. Pada posisi ini analisis ekopol Marxian ada benarnya 
juga. Marx melalui analisisnya telah menunjukkan kelas pemodal yang 
hanya memperhatikan dirinya sendiri. 
Adanya kesadaran dan kesamaan nasib dikalangan pekerja/buruh 
telah melahirkan kebebasan untuk berserikat dengan membentuk 
organisasi pekerja yang disebut serikat buruh/pekerja. Keberadaan serikat 
pekerja yang menuntu perbaikan upah menuntut adanya pengaturan upah 
minimum yang merupakan kesepakatan bersama secara demokratis. 
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Pemerintah akhirnya turut mengambil posisi dengan mengeluarkan 
kebijakan-kebijakan tentang serikat buruh dan ketenagakerjaan hingga 
pada pembentukan Dewan Pengupahan dari tingkat nasional, provinsi 
hingga kabupaten/kota. 
Dewan Pengupahan Kota Makassar merupakan institusi yang 
dibentuk berdasarkan konsensus (melalui mediasi pemerintah) yang 
umumnya telah disepakati bersama oleh para aktor. Konvensi ini tampak 
sebagai kebutuhan baik itu Apindo, serikat buruh maupun 
pemerintah/akademisi. 
Peran penting Dewan Pengupahan terutama dalam membahas 
nilai upah minimum untuk diajukan kepada bupati/walikota lalu disahkan 
oleh gubernur setiap tahunnya. Upah minimum adalah standar upah yang 
harus diberikan kepada buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu. 
Dalam kerangka ekonomi, orang yang bekerja pada suatu perusahaan 
berhak mendapatkan gaji yang sesuai. Namun, secara historis tidak 
dipungkiri bahwa pemodal dalam menjalankan usahanya menginginkan 
cost tenaga kerja yang seminim mungkin, sementara para buruh 
menginginkan gaji yang setinggi mungkin. Kondisi ini membawa kedua 
aktor tersebut dalam permainan kepentingan politik dalam menetapkan 
upah minimum setiap tahunnya. 
Pemerintah dan para akademisi telah menyadari hal ini dan melalui 
pembentukan Dewan Pengupahan, aktor-aktor yang berkepentingan 
terkait upah minimum dapat bertemu, melakukan komunikasi, bekerja 
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sama dengan tetap mengedepankan ciri khas masing-masing aktor. 
Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) merupakan aktor yang mewakili 
para pengusaha, sementara serikat buruh merupakan aktor yang mewakili 
para buruh, di sisi lain akademisi dan pemerintah setempat berperan tidak 
hanya sebagai penengah, namun juga memiliki kekuatan untuk 
mengawasi dan memberikan pandangan dalam proses penetapan upah 
minimum. 
Pada susunan organisasi Dewan Pengupahan Kota Makassar 
terdiri dari ketua, sekertaris dan perwakilan tiap aktor. Ketua Dewan 
pengupahan Kota Makassar, yaitu A. Bukti Djufrie, SP, M.Si. Adapun 
sekertarisnya, yaitu A. Rahmat, S.STP, M.Si. Sementara Pakar 
Ketenagakerjaan diwakili oleh Drs. Harry Mandey, MM. Asosiasi 
Pengusaha Indonesia (Apindo) diwakili oleh Nico Simen, SH dan serikat 
buruh yang terdiri dari lima orang dari serikat buruh yang berbeda-beda 
sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dan diketuai oleh Syaharuddin, 
AMd. 
Melalui kelembagaan Dewan pengupahan, persoalan upah 
minimum yang ditetapkan setiap tahunnya diharapkan dapat teratasi. 
Masing-masing aktor telah terwadahi dan dengan kedudukan yang setara 
dalam Dewan Pengupahan dapat mempengaruhi penetapan kebijakan 
upah minimum. Hal ini sesuai dengan pandangan Informan Darnisa 
selaku Humas Disnaker Kota Makassar. 
“…Dewan Pengupahan itu sifatnya mewadahi antara pihak 
pengusaha dan serikat buruh dan pemerintah itu sendiri. Jadi, 
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diharapkan kita dapat duduk bersama membahas upah minimum 
setiap tahunnya karena sebelum-sebelumnnya seringkali terjadi 
konflik. Di Kota Makassar sendiri, Dewan Pengupahan baru 
terbentuk pada tahun 2011 dan tahun 2012 kita sudah menetapkan 
upah minimum kota. Sejak terbentuknya Dewan Pengupahan paling 
tidak konflik dapat diminimalkan…”111 
Informan Darnisa menekankan salah satu pentingnya keberadaan 
Dewan Pengupahan di Kota Makassar, yaitu mengurangi konflik yang 
seringkali terjadi utamanya antara pihak pengusaha dan serikat buruh 
dalam penetapan upah minimum. Sejak terbentuknya Dewan Pengupahan 
Kota Makassar, Informan Darnisa mengakui berkurangnya konflik yang 
terjadi khususnya antara Serikat Buruh dan pengusaha dalam penentuan 
dan penetapan upah minimum kota. Sementara Informan Muhammad 
Haedir selaku Sekertaris Serikat Pekerja Perjuangan Buruh Indonesia 
(SPBI) Sulawesi Selatan juga mengutarakan pentingnya keberadaan 
Dewan Pengupahan di Kota Makassar. 
“…Dewan Pengupahan ini tidak hanya mencoba memediasi 
kepentingan semua pihak, tapi lebih dari itu, kita juga bisa saling 
mengontrol sehingga tidak ada satupun lembaga termasuk 
pemerintah berhak memutuskan besarnya nilai upah minimum 
secara sepihak. Melalui Dewan Pengupahan ini juga, serikat buruh 
dapat mengawasi keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha 
dalam penetapan upah minimum, apalagi di Kota Makassar ini, tidak 
sedikit orang-rang yang bekerja di pemerintahan juga merupakan 
pengusaha…”112 
Jika dianalisis lebih jauh tampak perspektif Marxian digunakan oleh 
Informan Muhammad Haedir dalam memandang keberpihakan 
pemerintah terhadap pihak pengusaha dalam penetapan upah minimum. 
Apalagi umumnya orang-orang yang berada pada tataran pemerintahan 
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juga merupakan pelaku usaha sehingga melalui Dewan Pengupahan, 
Serikat Buruh juga dapat melakukan pengawasan terhadap keputusan 
pemerintah dalam menetapkan nilai UMK. 
“…Tentu pengusaha menginginkan gaji buruh yang semurah-
murahnya karena ini kan logika ekonomi, sementara kami dari 
serikat buruh itu memperjuangkan keadilan agar buruh mendapat 
gaji yang semstinya, tapi kalo tuntutan kita terlalu tinggi, maka 
dampaknya itu PHK sehingga ujung-ujungnya buruh sendiri yang 
rugi. Nah, dengan adanya Dewan Pengupahan ini berarti ada 
kesempatan untuk duduk bersama dalam membahas besarnya nilai 
upah minimum kota…”113 
Penekanan Informan Muis selaku perwakilan dari Serikat Pekerja 
Seluruh Indonesia (SPSI) Sulawesi Selatan bahwa Dewan Pengupahan 
Kota Makassar memberikan kesempatan terhadap aktor-aktor yang 
berkepentingan dalam penetapan upah minimum kota. Secara umum 
aktor-aktor dalam Dewan Pengupahan Kota Makassar memandang 
keberadaan Dewan Pengupahan Kota Makassar sebagai hasil konvensi 
bersama yang mewadahi kepentingan berbagai aktor dalam membahas 
upah minimum kota. 
Norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Kota 
Makassar juga menekankan pentingnya duduk bersama (musyawarah) 
dalam membahas sebuah persoalan agar kebijakan-kebijakan yang 
dilahirkan tidak merugikan semua pihak yang berkepentingan. Oleh 
karena itu, kelembagaan sebagai norma-norma dan konvensi tampak 
pada keberadaan Dewan Pengupahan Kota Makassar yang 
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mengutamakan musyawarah antar aktor dalam membahas upah minimum 
kota setiap tahunnya. 
Proses gerakan sosial serikat buruh di dalam Dewan Pengupahan 
Kota Makassar mengindikasikan bahwa pandangan serikat buruh dalam 
penetapan upah minimum penting untuk didengar dan dibahas. Serikat 
buruh menganggap hal ini penting karena secara aturan main, besarnya 
nilai upah minimum setiap tahun dibahas oleh Dewan Pengupahan. Di 
dalam rapat Dewan Pengupahan, serikat buruh yang mewakili para 
pekerja di Kota Makassar dapat melakukan penekanan dan pengawasan 
mengenai proses penetapan upah minimum melalui upaya duduk 
bersama dengan aktor-aktor lainnya yang juga punya kepentingan. 
Uraian tersebut telah menjelaskan aktifitas serikat buruh yang 
menjadi anggota Dewan Pengupahan Kota Makassar. Secara langsung 
serikat buruh tersebut terlibat dalam pembahasan upah minimum kota 
setiap tahunnya. Lalu bagaimana serikat buruh yang bukan anggota 
Dewan Pengupahan? Selain melakukan relasi dengan serikat buruh yang 
merupakan anggota Dewan Pengupahan Kota Makassar dalam 
memperjuangkan kenaikan upah minimum, serikat buruh tersebut juga 
melakukan penguatan-penguatan di internalnya. 
Kesadaran akan adanya nilai-nilai bersama, telah menuntut serikat 
buruh baik yang merupakan anggota Dewan Pengupahan maupun yang 
bukan anggota Dewan Pengupahan untuk menata kelembagaannya agar 
anggota-anggotanya dapat memahami dengan baik tentang pengupahan 
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dan aturan ketenagakerjaan. Bagian ini merupakan hal yang tersulit yang 
dilakukan oleh serikat buruh kepada angotanya. 
“…Serikat buruh itu harus bersifat mandiri, seperti Kami di SPSI, 
organisasi bergantung dari iuran anggota. Hal yang selalu Kami 
ulangi adalah memberikan pemahaman dasar kepada anggota 
mengenai aturan ketenagakerjaan, hak dan kewajiban sebagai 
pekerja di perusahaan masing-masing. Memberikan pemahaman 
kepada buruh/pekerja itu tidaklah mudah secara organisasi, Kami di 
SPSI itu merupakan konfederasi yang menaungi 6 federasi seperti 
asuransi, federasi pariwisata, transportasi, Kimia energi 
pertambangan, RTRM (Rokok, Tembakau, Makanan & Minuman), 
dan Logam Elektronik Mesin. Anggota SPSI tersebar di 60 
perusahaan yang ada di Kota Makassar. Jadi, serangkaian kegiatan 
yang bersifat edukatif terus dilakukan untuk memberikan 
pemahaman kepada anggota…”114 
Selayaknya SPSI, serikat buruh yang lain juga dalam aktifitas 
kesehariannya, pemberian pendidikan/pelatihan di waktu-waktu tertentu 
ataupun sekedar melakukan komunikasi biasa adalah aktifitas utama yang 
senantiasa diulangi oleh serikat buruh kepada anggotanya. Hal ini penting 
agar segala bentuk ketidakadilan yang mungkin saja dilakukan oleh 
perusahaan dapat ditangkap oleh pekerja/buruh sehingga bersama-sama 
dengan serikat buruh dapat menuntut keadilan. 
Pendidikan dan pelatihan bagi buruh/pekerja adalah aspek penting 
yang dilakukan oleh Serikat Buruh guna meningkatkan kesadaran kolektif 
para buruh mengenai pentingnya gerakan sosial. Terdapat keseragaman 
model pendidikan yang diberikan oleh serikat buruh kepada para 
anggotanya. Baik itu  SPSI, Kahutindo, SPBI dan lainnya senantiasa 
memberikan pendidikan dasar bagi para anggota baru. Pendidikan dasar 
tersebut terutama memuat pentingnya keberadaan serikat buruh bagi para 
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pekerja yang dimulai dengan membahas konteks sejarah serikat buruh di 
Indonesia dan perjuangan-perjuangannya dalam menuntut keadilan bagi 
para pekerja. Materi gerakan sosial serikat buruh hingga pada bentuk-
bentuk gerakan serikat buruh juga diperkenalkan. Di saat-saat tertentu, 
jika terjadi perubahan kebijakan pemerintah tentang ketenagakerjaan, 
maka serikat buruh juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya 
mengenai kebijakan tersebut. 
Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Dewan 
Pengupahan Kota Makassar memiliki aturan main yang jelas dalam 
melakukan proses pembahasan hingga penetapan upah minimum kota. 
Sebelumnya pada tinjauan pustaka peneliti telah menguraikan mekanisme 
penetapan UMK yang dimulai dari pembentukan tim survei oleh walikota 
yang beranggotakan Dewan Pengupahan Kota secara tripartit. Setelah tim 
melakukan survei berdasarkan komponen kebutuhan hidup buruh/pekerja 
lajang sekali sebulan mulai dari bulan Januari hingga September. Untuk 
bulan Oktober hingga Desember dilakukan prediksi untuk mendapatkan 
nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja. 
Berdasarkan hasil survei harga tersebut, Dewan Pengupahan 
Kabupaten/kota kemudian menyampaikan nilai KHL dan mengusulkan 
besaran nilai UMK kepada Bupati/Walikota setempat yang selanjutnya di 
sampaikan kepada Gubernur. Setelah mendengar saran dan 
pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi, kemudian Gubernur juga 
mempertimbangkan keseimbangan besaran nilai upah minimum di antara 
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kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut; kemudian  menetapkan 
besaran Nilai Upah Minimum Kabupaten/kota yang bersangkutan. 
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan selambat-
lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal 1 Januari (sesudah 
penetapan upah minimum provinsi). Selain itu, Upah Minimum 
Kabupaten/Kota yang ditetapkan harus lebih besar dari Upah Minimum 
Provinsi. 
Pada tataran ini, tampak aturan main Dewan Pengupahan Kota 
dalam menetapkan UMK jelas. Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 
adalah dasar dalam penetapan Upah Minimum. Komponen Kebutuhan 
Hidup Layak (KHL) merupakan komponen-komponen pemenuhan 
kebutuhan hidup sehari-hari yang dibutuhkan oleh seorang pekerja lajang 
selama satu bulan. Kebutuhan hidup layak yang selanjutnya disingkat 
KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat 
hidup layak secara fisik dalam 1 (satu) bulan. 
Peraturan mengenai KHL, diatur dalam UU No.13 tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. Pembahasan lebih dalam mengenai ketentuan 
KHL, diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 
tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. 
Namun, Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 direvisi oleh 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012 tentang Perubahan 
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Penghitungan KHL. Lebih jelasnya proses penetapan upah minimum 
dapat dilihat sebagai berikut115: 
a. Penetapan Upah Minimum oleh Gubernur berdasarkan KHL dan 
dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 
b. Dalam penetapan upah minimum, gubernur harus membahas 
secara simultan dan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai 
berikut: 
1) Nilai KHL yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil survei; 
2) Produktivitas makro yang merupakan hasil perbandingan antara 
jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah 
tenaga kerja pada periode yang sama; 
3) Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan nilai PDRB; 
4) Kondisi pasar kerja merupakan perbandingan jumlah 
kesempatan kerja dengan jumlah pencari kerja di daerah tertentu 
pada periode yang sama; 
5) Kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal) yang 
ditunjukkan oleh perkembangan keberadaan jumlah usaha 
marginal di daerah tertentu pada periode tertentu. 
Dalam penetapan Upah Minimum, gubernur memperhatikan saran 
dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi 
Bupati/Walikota. Setelah beberapa waktu kemudian, tampaknya terjadi 
perubahan aturan main dengan diberlakukannya Peraturan Menteri 
                                                        
115 Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2012 
Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak  
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Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak. 
Perubahan tersebut terutama dalam hal proses penetapan upah minimum 
dan posisi KHL dalam penetapan upah minimum. Adapun prosesnya 
sebagai berikut116: 
a. Penetapan Upah Minimum oleh gubernur dilakukan setiap tahun 
berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan 
pertumbuhan ekonomi. 
b. Penetapan Upah Minimum dihitung dengan menggunakan formula 
perhitungan Upah Minimum. 
c. Formula perhitungan Upah Minimum yaitu Upah Minimum tahun 
berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah Minimum 
tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun 
berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun 
berjalan. 
d. Dalam penetapan Upah Minimum, KHL terdapat pada Upah 
Minimum tahun berjalan. 
Kondisi ini berdampak pada pelaksanaan Survei KHL hanya 
dilakukan lima tahun sekali. Jadi, penentuan nilai KHL berlaku selama 5 
tahun dan penetapan upah minimum untuk tahun berikutnya dilakukan 
dengan asumsi bahwa nilai KHL telah masuk dalam upah minimum tahun 
berjalan. 
                                                        
116 Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang 
Kebutuhan Hidup Layak. 
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Pada proses pembahasan dan penetapan Upah Minimum Kota 
Makassar tahun 2016 mekanismenya telah berjalan sesuai aturan main 
yang berlaku. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Humas Disnaker 
Kota Makassar, Informan Darnisa. 
“…Kami menilai proses penetapan upah minimum kota itu sudah 
sesuai prosedur. Tahun 2015 itu, Dewan Pengupahan Kota 
Makassar telah melakukan survei selama 10 kali di lima pasar yang 
ada di Kota Makassar untuk menentukan nilai Kebutuhan hidup 
Layak para pekerja. Besarnya nilai KHL itu sekitar satu juta Sembilan 
ratusan rupiah, sementara setelah diajukan ke walikota dan 
ditetapkan oleh gubernur, nilai UMK Makassar untuk tahun 2016 
sebesar dua juta tiga ratus ribu rupiah lebih. Artinya, nilai UMK tahun 
2016 ini sudah diatas nilai KHL…”117  
Penjelasan Informan Darnisa menegaskan bahwa mekanisme 
penetapan UMK Makassar untuk tahun 2016 telah berjalan sesuai aturan 
main. Survei KHL yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kota 
Makassar dilakukan sebulan sekali selama 10 kali pada tahun 2015 di 
lima pasar. Adapun Nilai KHL yang diperoleh sebesar Rp 1.976.956,-, 
sementara besarnya UMK Makassar yang ditetapkan untuk tahun 2016 
sebesar Rp 2.313.625,- yang menunjukkan 17% di atas nilai KHL 118. 
Informan Muis juga menambahkan hal yang serupa. 
“…Tim survei KHL dibentuk oleh walikota yang orang-orangnya itu 
semua anggota Dewan Pengupahan Kota Makassar. Hasil survei di 
lapangan kemudian dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Kota 
Makassar untuk menentukan besarnya nilai KHL. Jika terjadi 
masalah, maka penyelesaian penangguhan UMK paling lambat 6 
bulan. Adapun perusahaan yang profitnya di bawah 50 juta tidak 
diwajibkan membayar UMK…”119  
                                                        
117 Wawancara Informan Darnisa, 2 Agustus 2016. 
118 Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2500/XI/Tahun 2015 Tentang 
Penetapan Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2016. 
119 Wawancara Informan Muis, 27 Agustus 2016. 
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Hal yang  penting diungkapkan oleh Informan Muis adalah jika 
dalam proses pembahasan UMK mengalami hambatan, maka 
penyelesaiannya diberi waktu selama 6 bulan. Sementara aspek lainnya 
masih berhubungan denga keputusan Gubernur Sulawesi Selatan terkait 
Upah Minimum Kota Makassar, diantaranya ketentuan UMK tersebut tidak 
berlaku bagi usaha kecil dan mikro yang memiliki aset di bawah 50 juta 
rupiah. 
Hal yang lain yang diputuskan dalam keputusan gubernur tersebut, 
antara lain jika terjadi permasalahan dalam penerapan UMK pada 
perusahaan tertentu, maka penyelesaiannya terlebih dahulu dilakukan 
secara bipartit. Selain itu, bagi perusahaan yang tidak mampu 
melaksanakan UMK Makassar, dapat mengajukan penangguhan 
pelaksanaan UMK Makassar kepada Gubernur Sulawesi Selatan.120 
Hal yang terpenting dari aturan main pada proses penetapan UMK 
Makassar adalah keberadaan serikat buruh yang turut berperan dalam 
proses pembahasan UMK ini. Dalam surat keputusan UMK Makassar 
tahun 2016, hal yang menjadi pertimbangan utama dalam penetapan 
UMK adalah peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh sebagai bagian 
dari upaya memajukan disiplin dan produktivitas kerja sangat penting 
artinya untuk mendorong peran serta pekerja/buruh dalam melaksanakan 
proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum. Selain itu, 
                                                        
120 Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2500/XI/Tahun 2015 Tentang 
Penetapan Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2016. 
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pertimbangan lain adalah kondisi perekonomian yang saat ini turut 
mempengaruhi kebutuhan hidup layak pekerja/buruh. 
Pada posisi inilah serikat buruh mengambil peran sebagai 
perwakilan pekerja/buruh untuk senantiasa memperjuangkan nasib buruh 
terutama dalam hal penetapan UMK. Informan Syaharuddin selaku Ketua 
Serikat Buruh Perkayuan dan Kehutanan Indonesia (Kahutindo) Sulawesi 
Selatan menggambarkan kondisi ini dengan cukup bijak. 
“…Dalam penetapan UMK ada mekanisme-mekanisme yang harus 
diikuti sesuai peraturan yang berlaku termasuk serikat buruh yang 
juga turut berperan serta. Kemarin, saya rasa mekanisme yang 
dilakukan sudah sesuai dengan prosedur, hanya saja tetap saja ada 
dari kalangan serikat buruh yang merasa upah tersebut masih 
rendah, padahal sebelum penetapan upah ada banyak yang 
dipertimbangkan, misalnya pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai 
bruto. Kalau serikat buruh mau memaksakan upah minimum yang 
tinggi, pasti boleh-boleh saja, tapi kalau perusahaannya tutup yang 
rugi pekerja sendiri. Jadi, ada banyak kepentingan yang diperhatikan 
termasuk kepentingan pengusaha sendiri…”121  
Informan Syaharuddin menguraikan bahwa dalam proses 
penetapan UMK Makassar tahun 2016 telah sesuai dengan 
prosedur/aturan main yang ada. Serikat buruh sebagai perwakilan pekerja 
juga mengambil peran dalam proses ini. Namun, setelah penetapan, 
Informan Syaharuddin juga tidak menafikan adanya serikat buruh yang 
menilai UMK tersebut masih rendah, tapi bagi Serikat Buruh Kahutindo, 
penetapan UMK ini tidak hanya memperhatikan satu aspek saja, seperti 
kepentingan pihak buruh, namun berbagai pertimbangan seperti 
pertumbuhan ekonomi dan inflasi juga harus dipertimbangkan dalam 
penetapan UMK. Hal ini penting karena jangan sampai nilai UMK yang 
                                                        
121 Wawancara Syaharuddin, 25 Agustus 2016. 
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terlalu tinggi menyebabkan pihak perusahaan tidak mampu membayar 
sehingga terjadi PHK atau perusahaan tutup dan pada akhirnya pekerja 
sendiri yang rugi. 
Permasalahan yang kemudian muncul adalah adanya aturan main 
baru yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak. 
Kebanyakan serikat buruh mempertanyakan posisi KHL dalam proses 
penetapan upah minimum. 
“…Terdapat perubahan yang cukup signifikan pada peraturan 
menteri yang baru ini, salah satunya survei KHL hanya dilakukan 
sekali dalam lima tahun. Jadi, nilai KHL pekerja yang telah 
ditentukan akan berlaku selama lima tahun sehingga selama 4 tahun, 
penentuan upah minimum hanya dihitung berdasarkan pertumbuhan 
ekonomi dan inflasi. Sementara kita sudah tahu, selama empat tahun 
tersebut, cukup BPS saja yang bekerja. Kondisi ini justru mengurangi 
peran serikat buruh dalam Dewan Pengupahan untuk menentukan 
proses penentuan upah minimum…”122  
Selaku perwakilan dari Serikat Buruh SPSI, Informan Muis 
mengungkapkan dampak dari perubahan mekanisme dalam membahas 
UMK pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 
Tentang Kebutuhan Hidup Layak, yaitu berkurangnya peran buruh dalam 
hal keterlibatan di Dewan Pengupahan untuk menentukan besarnya UMK 
setiap tahunnya. Hal ini mengingat Survei KHL hanya dilakukan sekali 
dalam lima tahun. Artinya, nilai KHL yang diperoleh bersifat tetap selama 
5 tahun. Lebih jauh lagi Informan Muhammad Haedir juga melontarkan 
nada kritikan terhadap aturan main yang baru ini. 
                                                        
122 Wawancara Informan Muis, 27 Agustus 2016. 
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“…Kalau di Permenaketrans Nomor 13 Tahun 2012 itu telah 
ditentukan 60 item KHL dan ini menjadi dasar utama dalam 
penetapan UMK, tapi kalau di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
Nomor 21 Tahun 2016, indikator pengukuran KHL itu ditetapkan oleh 
Dewan Pengupahan Nasional selama 5 tahun sekali. Sebenarnya 
tidak ada masalah, hanya saja jangan sampai tidak sesuai dengan 
kondisi perekonomian masyarakat Makassar. Apalagi KHL itu 
ditentukan sekali dalam lima tahun, sementara kondisi perekonomian 
termasuk kebutuhan hidup layak pekerja rentan terhadap perubahan-
perubahan. Bukan tidak mungkin kondisi ini justru menimbulkan 
banyak masalah kedepannya…”123  
Keresahan utama Informan Muhammad Haedir adalah terkait 
pelaksanaan Survei KHL yang hanya sekali dalam 5 tahun. Menurutnya, 
kondisi perekonomian masyarakat Kota Makassar mudah berubah-ubah 
setiap tahunnya sehingga terlalu lama jika nilai KHL berlaku selama 5 
tahun. Informan Darnisa selaku Humas Disnaker Kota Makassar 
menanggapi hal tersebut. 
“…Mengenai persoalan peraturan menteri yang Nomor 21 Tahun 
2016, Saya kira Pak Menteri sudah menjelaskan, yang jelasnya 
dengan formula penghitungan upah minimum tersebut, sudah pasti 
UMK mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini pasti 
menguntungkan buruh. Mengenai penetapan survei KHL selama 
lima tahun sekali, itu juga dikarenakan supaya iklim investasi 
berjalan dengan baik, jadi kita tidak hanya melihat persoalan buruh 
saja, tapi juga kepentingan pengusaha…”124  
Alasan kuat pemerintah mengenai penetapan survei KHL sekali 
dalam lima tahun karena juga memperhatikan investasi karena tidak 
dipungkiri pembangunan perekonomian sebuah Negara juga ditentukan 
oleh banyaknya pengusaha yang berinvestasi. Di sisi lain, pihak 
pemerintah telah meyakinkan jika formula penghitungan upah minimum 
yang baru tersebut justru menguntungkan juga bagi pihak buruh/pekerja 
                                                        
123 Wawancara Informan Muhammad Haedir, 19 Agustus 2016. 
124 Wawancara Informan Darnisa, 2 Agustus 2016. 
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karena dipastikan upah minimum akan mengalami kenaikan setiap 
tahunnya. 
Perdebatan terkait perubahan aturan main dalam penetapan upah 
minimum yang termaktub pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak memang sedang 
marak diperbincangkan terutama di awal-awal setelah pengesahannya. 
Pengusaha umumnya menyatakan pro atau setuju dengan peraturan 
tersebut, karena pengusaha dapat menyusun rencana bisnis jangka 
panjang dengan lebih baik. Hal ini juga akan meningkatkan stabilitas 
perusahaan dan pertumbuhan jangka panjang. Sementara umumnya 
serikat buruh menyatakan kontra atau tidak setuju dengan peraturan 
tersebut. Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menyatakan 
bahwa aturan baru ini jauh dari harapan buruh, karena waktu lima tahun 
terbilang panjang untuk dapat menggambarkan perubahan tingkat 
kebutuhan hidup layak.125 
Kritik yang dilontarkan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) 
terbilang cukup kritis. Selain permasalahan yang telah disebutkan 
sebelumnya, OPSI juga melakukan kritik dengan membandingkannya 
dengan peraturan sebelumnya. Timboel Siregar selaku Sekjen OPSI 
menegaskan bahwa perhitungan KHL di Permenakertrans Nomor 13/2012 
lebih akurat karena survei langsung ditujukan pada 60 item KHL, 
sementara Permenaker Nomor 21/2016 menggunakan inflasi nasional 
                                                        
125 Handoyo, Triyono Agus, Dewi Herlina Kartika. 26 Juli 2016. Basis Upah Lima 
Tahunan Picu Pro Kontra. Harian Bisnis dan Investasi Kontan. 
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yaitu perhitungan dari seluruh item barang dan jasa dari yang sifatnya 
tersier, sekunder dan primer. Pada Permenakertrans Nomor 13/2012, 
PDRB turut mempengaruhi penentuan upah minimum tetapi di 
Permenaker Nomor 21/2016 tidak sama sekali diperhitungkan karena 
hanya memakai PDB nasional sehingga penentuan upah minimum 
menjadi bias.126 
Di sisi lain, peran Dewan Pengupahan Daerah Provinsi diakomodir 
di Pasal 6 ayat 3 Permenaker 13/2012 yaitu memberikan rekomendasi 
kepada gubernur, tetapi di Permenaker Nomor 21/2016 tidak terakomodir. 
Hal ini sudah bertentangan dengan Pasal 89 ayat 3 UU Nomor 13/2003 
yang menyatakan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari 
Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau bupati/wali kota. Peran Dewan 
Pengupahan Nasional pun dikebiri dalam melakukan kajian karena 
sumber data dan informasinya hanya berasal dari BPS, tidak dibuka dari 
sumber lainnya, apalagi sumber dari data primer yaitu dari hasil survei ke 
pekerja/buruh. Seharusnya, DPN diberi kewenangan untuk mencari data 
dan informasi dari lembaga lain dan diberikan kewenangan melakukan 
survei langsung ke pekerja/buruh. 
Perubahan aturan main tentunya berdampak pada posisi serikat 
buruh di Dewan Pengupahan. Peran serikat buruh dalam 
                                                        
126  Hardum, Siprianus Edi, 2016, Kemnaker Diminta Tinjau Ulang Permenaker 
Nomor 21/2016 Tentang KHL, http://www.beritasatu.com/ekonomi/375974-kemnaker-
diminta-tinjau-ulang-permenaker-nomor-212016-tentang-khl.html, Diakses 10 September 
2016. 
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memperjuangkan upah minimum menjadi berkurang karena pada aturan 
main yang baru, penentuan upah minimum didominasi oleh data BPS. 
Adapun keterlibatan serikat buruh juga baru nampak setelah lima tahun 
pada survei KHL yang komponennya ditetapkan oleh Dewan Pengupahan 
Nasional. Untuk lebih jelasnya, berikut peneliti menyajikan perbandingan 
aturan main pengupahan lama dan pengupahan baru. 
Tabel 5.1 Perbandingan Aturan Main Pengupahan Lama dan Baru 
Perihal Aturan Pengupahan Lama Aturan Pengupahan Baru 
Pejabat Gubernur Gubernur 
Periode Disebutkan berkala, tetapi tidak rinci Lima tahun sekali 
Indikator 
Ø Produktivitas makro yang 
merupakan hasil 
perbandingan jumlah PDRB 
dengan jumlah tenaga kerja 
pada periode yang sama 
Ø Pertumbuhan ekonomi 
Ø Inflasi Nasional 
Ø Tingkat pertumbuhan 
PDRB 
Metode 
Survei oleh Dewan 
Pengupahan 
Provinsi/Kabupaten/Kota 
dengan membentuk tim dari 
unsur tripartite, perguruan 
tinggi/pakar dan BPS setempat 
Peninjauan melalui dua 
tahapan, yakni pengkajian 
dan penetapan hasil 
peninjauan komponen dan 
jenis kebutuhan hidup. 
Peninjauan tersebut dilakukan 
oleh menteri dengan 
mempertimbangkan DPN dan 
BPS 
Sumber: Permaneketrans No. 13/2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan KHL, 
Permen Ketenagakerjaan No. 21/2016 tentang KHL 
Baik aturan pengupahan lama maupun yang baru, nilai upah 
minimum sama-sama disahkan oleh gubernur. Perbedaannya terletak 
pada periode, indikator dan metode. Umumnya penentuan nilai KHL UMK 
di Kota Makassar dilakukan setiap tahun, sementara pada aturan 
pengupahan yang baru berubah menjadi sekali dalam lima tahun. Adapun 
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pada aturan yang lama, indikator penentuan upah minimum didasarkan 
pada produktivitas makro dan pertumbuhan ekonomi, sementara indikator 
pada aturan yang baru berdasarkan pada PDRB dan inflasi nasional. 
Sementara metode pada aturan yang lama dilakukan dengan survei oleh 
Dewan Pengupaha Daerah dengan anggotanya sebagai pelaksana, 
sedangkan pada aturan yang baru komponen KHL ditinjau dulu oleh DPN. 
Keberadaan aturan main yang baru tersebut tentu merupakan beban, 
bukan hanya serikat buruh yang menjadi anggota Dewan Pengupahan 
Kota Makassar, tetapi juga serikat buruh yang bukan anggota Dewan 
Pengupahan Kota Makassar. Serikat buruh akan melakukan sosialisasi 
ulang mengenai adanya peraturan yang baru mengenai mekanisme 
penetapan upah minimum kepada pekerja/buruh. 
Hal ini tentu berdampak pada pembatasan gerakan yang dilakukan 
serikat buruh di Dewan pengupahan. Sebagai perwakilan para buruh, 
serikat buruh dapat melakukan intervensi langsung dalam proses 
penetapan kebijakan upah minimum setiap tahunnya karena serikat buruh 
juga terlibat dalam survei KHL dan pembahasannya. Adanya perubahan 
kebijakan justru dianggap oleh serikat buruh di Kota Makassar membatasi 
pergerakannya di dalam Dewan Pengupahan. Pada titik ini, serikat buruh 
di Kota Makassar tentu akan melakukan bentuk gerakan sosial lainnya. 
Selain hal tersebut di atas, tidak dipungkiri juga bahwa pengaturan 
upah minimum merupakan bentuk pengaturan hubungan kepemilikan 
utamanya antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja/buruh. Dapat 
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dikatakan bahwa secara ekonomi, pihak pengusaha merupakan pemilik 
sumber daya yang mempekerjakan para buruh/pekerja di perusahaannya. 
Walau demikian, tentu pihak pengusaha tidak boleh sewenang-wenang 
terhadap pekerja/buruh-nya. Diperlukan kelembagaan yang mengatur 
hubungan tersebut agar pengalokasian dan perlindungan hak kepemilikan 
dapat berjalan seimbang. 
Pada posisi ini, kelembagaan ekonomi politik menemukan tempatnya 
pada persoalan penentuan upah minimum. Terdapat regulasi-regulasi 
yang mengatur hubungan kepemilikan dan serikat buruh mengambil peran 
yang cukup penting terutama dalam hal perlindungan terhadap 
pekerja/buruh. 
Mengenai penyesuaian upah sundulan, belum ada kebijakan khusus 
yang mengaturnya, namun penyesuaian tersebut dapat dilakukan antara 
pihak perusahaan dengan karyawan secara bipartit. Dengan demikian, 
titiktekannya adalah hubungan industrial yang mengatur segala 
permasalahan antara pengusaha dan buruh. 
Bentuk kelembagaan ekonomi politik sebagai pengatur hubungan 
kepemilikan dapat dilihat pada kebijakan hubungan industrial. Pada 
dasarnya prinsip‐prinsip dalam hubungan industrial mencakup seluruh 
tempat‐tempat kerja dimana para pekerja dan pengusaha bekerja sama 
dalam hubungan kerja untuk mencapai tujuan usaha. Yang dimaksud 
hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan 
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pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur upah, 
perintah dan pekerjaan. 
Jadi, hubungan industrial merupakan bentuk pengaturan hubungan 
kepemilikan dalam sistem ketenagakerjaan terutama menyangkut 
mengenai upah. Agar tertibnya kelangsungan dan suasana bekerja dalam 
hubungan industrial, maka perlu adanya peraturan‐peraturan yang 
mengatur hubungan kerja yang harmonis dan kondusif. Peraturan tersebut 
diharapkan mempunyai fungsi untuk mempercepat pembudayaan sikap 
mental dan sikap sosial Hubungan Industrial. Oleh karena itu, setiap 
peraturan dalam hubungan kerja tersebut harus mencerminkan dan dijiwai 
oleh nilai‐nilai budaya dalam perusahaan, terutama dengan nilai‐nilai yang 
terdapat dalam Hubungan Industrial. Dengan demikian maka kehidupan 
dalam hubungan industrial berjalan sesuai dengan nilai‐nilai budaya 
perusahaan tersebut. 
Perwujudan hubungan industrial tersebut dapat dilihat dengan 
adanya lembaga kerja sama bipartit dan lembaga kerja sama tripartit.127 
Lembaga Kerja Sama (LKS) adalah suatu badan ditingkat usaha atau unit 
produksi yang dibentuk oleh pekerja dan pengusaha. LKS Bipartit 
bertugas dan berfungsi sebagai Forum komunikasi, konsultasi dan 
musyawarah dalam memecahkan permasalahan‐permasalahan 
ketenagakerjaan pada perusahaan guna kepentingan pengusaha dan 
pekerja. Para manager perusahaan diharapkan ikut mendorong 
                                                        
127 Pasal 103 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. 
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berfungsinya Lembaga Kerjasama Bipartit, khususnya dalam hal 
mengatasi masalah bersama, misalnya penyelesaian perselisihan 
industrial.128 
LkS Bipartit dibentuk oleh unsur pengusaha dan buruh/pekerja 
ataupun serikat buruh. Dengan demikian, dalam LKS Bipartit, Serikat 
Buruh dapat berperan dengan mewakili buruh/pekerja yang ada di 
perusahaan tertentu.129 LKS Bipartit mempunyai tugas:130 
a. Melakukan pertemuan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu 
apabila diperlukan. 
b. Mengkomunikasikan kebijakan pengusaha dan aspirasi 
pekerja/buruh dalam rangka mencegah terjadinya permasalahan 
hubungan industrial di perusahaan. 
c. Menyampaikan saran, pertimbangan, dan pendapat kepada 
pengusaha, pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh 
dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan. 
Lembaga Kerjasama Tripartit adalah lembaga kerjasama yang 
anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemerintahan, organisasi 
pekerja dan organisasi pengusaha untuk saling bertukar informasi, 
berdialog, berkomunikasi, berunding dan mengambil kesepakatan 
bersama secara konsensus di bidang hubungan industrial serta mengenai 
                                                        
128  Agus Guntur, 2010, Hubungan Industrial, Program Magister Manajemen 
Sumber Daya Manusia, STEKPI, hal. 6. 
129 Lebih jelasnya lihat Pasal 5 dan Pasal 6 mengenai tata cara pemebentukan 
LKS Biparti dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 32 Tahun 
2008 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Bipartit. 
130 Ibid., Pasal 4. 
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kebijakan ekonomi sosial pada umumnya. Fungsi lembaga kerjasama 
Tripartit adalah sebagai FORUM Komunikasi, Konsultasi dengan tugas 
utama menyatukan konsepsi, sikap dan rencana dalam mengahadapi 
masalah‐masalah ketenagakerjaan, baik berdimensi waktu saat sekarang 
yang telah timbul karena faktor-faktor yang tidak diduga maupun untuk 
mengatasi hal‐hal yang akan datang.131 
Baik LKS Bipartit maupun LKS Tripartit adalah kelembagaan yang 
digunakan untuk mengatur hubungan kepemilikan. Dalam kelembagaan 
ekonomi politik, kedua LKS tersebut tetap berbasis aktor-aktor yang 
berkepentingan. Pada proses penetapan upah minimum, kedua lembaga 
ini juga merupakan lembaga bantu yang mengutamakan aspek 
komunikasi dan musyawarah antara pekerja/serikat buruh, pemerintah 
dan pengusaha sehingga tidak hanya dalam proses penetapannya saja, 
tapi setelah proses penetapan upah minimum, pihak-pihak terkait dapat 
menyelesaikan perselisihan sedini mungkin. 
“…Berdasarkan kebijakan, LKS Bipartit ataupun LKS Tripartit itu 
adalah wadah komunikasi yang sebenarnya untuk menghindari hal-
hal yang tidak diharapkan. Kalau LKS Bipartit itu berguna misalnya 
ketika ada perselihan antara pengusaha dan buruh terutama 
mengenai implementasi UMK yang baru. Serikat buruh juga 
berperan di dalamnya, jadi sebagai perwakilan pekerja/buruh, serikat 
buruh itu mendampingi anggotanya untuk menyelesaikan persoalan 
tersebut. Kalau LKS Tripartit, itu unsur-unsurnya antara pemerintah, 
serikat buruh dan pengusaha. LKS ini juga membahas permasalahan 
dalam ketenagakerjaan. Sekarang sudah bagus, di Makassar 
pertemuannya sekali sebulan, beda dulu masih sekali dalam tiga 
bulan. Sementara kalau LKS Bipartit itu, kendala serikat buruh 
                                                        
131 Agus Guntur, Op. Cit., hal. 8-9. 
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karena masih banyak buruh yang belum menyadari pentingnya 
serikat pekerja bagi mereka…”132  
Senada dengan informan lainnya, keberadaan LKS Bipartit dan 
LKS Tripartit sangat penting guna menciptakan hubungan yang harmonis 
antara pemerintah, serikat pekerja dan pengusaha. Fungsi utama 
lembaga ini adalah menyelesaikan perselisihan secara musyawarah. Hal 
ini tentunya dapat mengurangi konflik sehingga tercipat iklim yang 
kondusif. 
Di Kota Makassar, LKS Tripartit mengadakan pertemuan sebulan 
sekali. Terjadi peningkatan dari sebelumya yang hanya melakukan 
pertemuan sekali dalam tiga bulan. Dengan demikian, tampak masing-
masing aktor menyadari betul pentingnya melakukan komunikasi secara 
rutin untuk menghindari konflik yang merugikan. Sementara, pada LKS 
Bipartit, umumnya serikat buruh menyayangkan banyaknya buruh/pekerja 
di Kota Makassar yang enggan bergabung dengan serikat buruh, padahal 
keberadaan serikat buruh memiliki peran yang penting dalam 
memperjuangkan kesejahteraannya. 
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti 
tersebut, dalam kelembagaan ekonomi politik, serikat buruh yang ada di 
Kota Makassar telah mengambil peran yang penting sebagai salah aktor 
dalam pelaksanaan penetapan UMK Makassar melalui Dewan 
Pengupahan Kota Makassar. Terdapat juga lembaga yang mendukung 
                                                        
132 Wawancara Syaharuddin, 25 Agustus 2016. 
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sebagai bentuk fungsi kelembagaan ekonomi politik sebagai pengatur 
hubungan kepemilikan, yaitu LKS Bipartit dan LKS Tripartit. 
Berdasarkan kelembagaan ekonomi politik, ketiga lembaga antar 
aktor tersebut memiliki peran yang penting dalam proses penetapan dan 
implementasi UMK Makassar. Salah satu model kelembagaan ekonomi 
politik, yaitu model hirarki kebijakan publik. Dalam model tersebut, lapisan-
lapisan kelembagaan ekopol yang telah diuraikan sebelumnya sangat 
berhubungan dengan hakikat, model dan analisis kebijakan publik, yaitu 
pada level konstitusi, level pemerintah dan level operasional. Kondisi ini 
selanjutnya berhubungan dengan tiga tingkatan kebijakan publik, yaitu 
tingkatan kebijakan, tingkatan organisasi (institusi, aturan main) dan 
tingkatan implementasi (untuk evaluasi, umpan balik).133 
Jika dikaitkan dengan topik penelitian ini, maka pada tingkatan 
kebijakan, pemerintah melalui undang-undang ketenagakerjaan telah 
mewadahi terbentuknya Dewan Pengupahan, LKS Bipartit dan LKS 
Tripartit sehingga pada tingkatan institusi/kelembagaan pelaksanaan 
organisasi tersebut memerlukan aturan main yang telah ditetapkan melalui 
kebijakan pemerintah. Pada tingkatan implementasi, melalui kebijakan 
hubungan industrial, LKS Tripartit dan LKS Bipartit dapat menyelesaikan 
perselisihan, meningkatkan jalinan komunikasi, mengevaluasi bersama 
mengenai penerapan UMK yang baru. 
                                                        
133 Deliarnov, Op. Cit., hal. 125. 
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Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat dilihat pergesaran 
gerakan serikat buruh di Kota Makassar. Secara kelembagaan, adanya 
Dewan Pengupahan, LKS Bipartit dan LKS Tripartit memberikan pengaruh 
bagi Serikat Buruh di Kota Makassar ke arah gerakan yang lebih halus, 
yaitu dengan mengutamakan musyawarah, duduk bersama dalam 
menyelesaikan setiap perselisihan. 
Tidak dipungkiri, gerakan serikat buruh di Kota Makassar sebelum 
hadirnya Dewan Pengupahan, LKS Bipartit dan LKS Tripartit sangat 
dipengaruhi determinisme ekonomi Marxian. Perspektif ekopol Marxian 
membenarkan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh kelas buruh 
dalam menuntut hak-haknya. Selain itu, para pekerja masih terjebak 
dalam istilah “kelas” ala Marx. 
Kehadiran lembaga-lembaga tersebut telah memberikan ruang 
demokrasi bagi serikat buruh Kota Makassar untuk memperjuangkan 
kepentingannya secara kelembagaan dengan cara-cara non kekerasan. 
Gerakan serikat buruh pada titik ini lebih dilakukan dengan cara “kepala 
dingin”, yaitu mengutamakan musyawarah dan gagasan. 
Sistem perwakilan yang diterapkan dalam Dewan Pengupahan Kota 
Makassar menyebabkan serikat buruh dapat melakukan intervensi 
langsung berupa menyatakan pendapat, melakukan kritik, melakukan 
penawaran dan terlibat survei KHL dalam menentukan upah minimum. 
Sementara, LKS Bipartit dan LKS Tripartit memberikan ruang bagi serikat 
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buruh untuk menyelesaikan perselisihan dengan pengusaha ataupun 
pemerintah dengan cara musyawarah. 
2. Gerakan Serikat buruh sebagai kelompok kepentingan yang 
memperjuangkan kenaikan Upah Minimum Kota Makassar 
Serikat buruh sebagai kelompok kepentingan memfokuskan 
perhatiannya pada bagaimana menyampaikan kepentingannya kepada 
pemerintah sehingga pemerintah menyusun kebijakan yang menampung 
kepentingan serikat. Dapat dikatakan sebagai kelompok kepentingan, 
serikat buruh lebih berorientasi pada proses perumusan kebijkan umum 
yang dibuat pemerintah. Dalam penelitian ini, proses perumusan 
kebijakan tersebut berupa kepentingan serikat buruh agar Upah Minimum 
Kota dinaikkan. 
Pada uraian sebelumnya, peneliti telah mendeskripsikan peran 
serikat buruh sebagai perwakilan buruh/pekerja dalam Dewan 
Pengupahan Kota Makassar dan peran serikat buruh yang bukan anggota 
Dewan Pengupahan dalam membangun koalisi/front bersama-sama 
dengan serikat buruh yang merupakan anggota Dewan Pengupahan dan 
berbagai kelompok mahasiswa. Selain itu, serikat buruh juga berperan 
sebagai perwakilan anggotanya dalam LKS Bipartit ketika terjadi 
perselisihan antara buruh dan pihak pengusaha. Uraian tersebut 
menunjukkan penggunaan salah satu saluran kepentingan politik, yaitu 
perwakilan langsung, sementara adanya LKS Bipartit merupakan bentuk 
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hubungan pribadi antara pengusaha dan serikat buruh sebagai perwakilan 
buruh. 
Pada pembahasan kali ini, peneliti menguraikan peran serikat 
buruh sebagai kelompok kepentingan dalam menggunakan saluran-
saluran lainnya selain perwakilan langsung. Dengan demikian perbedaan 
penting antara peran serikat buruh sebagai kelompok kepentingan dan 
peran serikat buruh dalam Dewan Pengupahan, yaitu sebagai kelompok 
kepentingan ada berbagai macam saluran yang digunakan serikut buruh 
dalam memperjuangkan kenaikan upah minimum, sedangkan peran 
serikat buruh dalam Dewan Pengupahan dan LKS Bipartit serta LKS 
Tripartit merupakan bentuk penggunaan saluran kepentingan berupa 
perwakilan langsung dan hubungan pribadi. Dengan demikian, serikat 
buruh sebagai anggota Dewan Pengupahan, LKS Tripartit dan LKS 
Bipartit merupakan bagian atau bentuk spesifik dari penggunaan saluran 
kelompok kepentingan dalam memperjuangkan kenaikan upah minimum. 
Sebagaimana yang telah diketahui, terdapat empat saluran 
kepentingan, yaitu demonstrasi/tindakan kekerasan, hubungan pribadi, 
perwakilan langsung dan saluran formal/institusional. Pada pembahasan 
sub-bab ini memfokuskan pada peran serikat buruh dalam menggunakan 
saluran demonstrasi dan saluran formal atau saluran institusional. 
Penggunaan saluran-saluran kepentingan oleh serikat buruh dalam 
memperjuangkan kenaikan upah minimum menunjukkan kekuasaan 
serikat buruh sebagai aktor yang bermain dalam mempengaruhi kebijakan 
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upah minimum. Pengusaha sebagai salah satu aktor memiliki sumber 
daya kepemilikan atas perusahaan dan modal, sementara pemerintah 
memiliki sumber daya sebagai pembuat dan menetapkan kebijakan. 
Adapun serikat buruh memiliki sumber daya berupa anggotanya, yaitu 
pekerja/buruh yang saling membutuhkan dengan pihak pengusaha dan 
pemerintah. Karena serikat buruh memiliki kekuatan keanggotaan yang 
didominasi oleh para buruh/pekerja dan secara kebijakan didukung oleh 
aturan-aturan pemerintah, maka serikat buruh dapat menggerakkan 
sumber daya-nya tersebut untuk melakukan pengontrolan dan 
pengawasan serta menuntut keadilan demi kesejahteraan para 
pekerja/buruh. 
Sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memunculkan 
pro dan kontra dikalangan masyarakat atau kelompok tertentu. Ada yang 
menilai keputusan pemerintah baik dan berpihak, ada juga yang menilai 
keputusan pemerintah tidak adil serta tidak berpihak bagi masyarakat dan 
kelompok tertentu. Hal ini dikarenakan banyaknya kelompok yang memiliki 
maksud dan kepentingan masing-masing. Ada yang dengan keputusan 
pemerintah sudah terwakili tuntutan kepentingannya, ada pula dengan 
keputusan pemerintah belum terpenuhi tuntutannya. 
Di Indonesia, terdapat beragam kelompok-kelompok kepentingan, 
seperti kelompok agama, kelompok politik, kelompok pengusaha, 
kelompok buruh, kelompok mahasiswa dan lain-lain. Semua kelompok 
tersebut mempunyai kepentingan, tujuan dan cita-cita masing-masing, 
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kelompok tersebut berusaha keras untuk mencapai kepentingan dari 
kelompoknya masing-masing. Adapun cara atau pola, semua kelompok 
memiliki cara atau pola yang berbeda. 
Secara sederhana, kelompok kepentingan dapat diartikan sebagai 
kelompok/organisasi yang berupaya mempengaruhi kebijakan publik 
dalam suatu bidang yang penting untuk anggotanya. Kelompok 
kepentingan memusatkan perhatian pada situasi bagaimana 
mengartikulasikan kepentingan tertentu pada pemerintah yang membuat 
keputusan atau kebijakan publik sehingga diharapkan pemerintah dapat 
menyusun sebuah kebijakan yang menampung kepentingan dari 
kelompok itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kelompok 
kepentingan memfokuskan kerjanya pada perumusan kebijakan umum 
yang dibuat oleh pemerintah.134 
Penjelasan di atas menandakan bahwa serikat buruh merupakan 
kelompok kepentingan karena serikat buruh berusaha mempengaruhi 
sebuah kebijakan melalui gerakan sosial yang dikeluarkan oleh 
pemerintah atau yang akan ditetapkan oleh pemerintah seperti dalam 
penetapan besarnya nilai upah minimum setiap tahunnya. 
Sebagai kelompok kepentingan, serikat buruh di Kota Makassar 
dengan sumber daya yang dimilikinya senantiasa berupaya 
mempengaruhi kebijakan UMK yang akan ditetapkan. Pemanfaatan 
Dewan Pengupahan, LKS Bipartit dan LKS Tripartit untuk berdiskusi, 
                                                        
134 Ramlan Surbakti, Op.Cit., hal. 109. 
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negosiasi dan berunding dilakukan setiap bulannya guna mempengaruhi 
kenaikan UMK Makassar. Walau demikian, gerakan serikat buruh dalam 
perspektif ekopol kelembagaan tersebut harus diwarnai dengan bentuk-
bentuk perjuangan yang lain, yaitu aksi demonstrasi guna menuntut 
kenaikan UMK dan penggunaan salura-saluran media komunikasi untuk 
memberikan informasi dan memperoleh dukungan seluas-luasnya dari 
masyarakat. 
“…Serikat buruh dengan kekuatan yang dimilikinya terus berupaya 
agar besarnya penetapan nilai kenaikan UMK itu cocok untuk kondisi 
hidup layak pekerja/buruh sehari-hari. Apakah itu melalui 
perundingan, negosiasi ataupun demonstrasi. Kami memanfaatkan 
itu sebagai bagian dari proses demokrasi dalam hal kebebasan 
berpendapat dan menuntut kesejahteraan para pekerja/buruh…”135  
Saluran-saluran kelompok kepentingan merupakan kekuatan utama 
serikat buruh dalam mempengaruhi kenaikan UMK Makassar. Sebelum 
terjadinya proses negosiasi nilai UMK di Dewan Pengupahan Kota 
Makassar, berbagai serikat buruh telah membentuk koalisi dan 
melancarkan gerakan demonstrasi secara berkala menuntut kenaikan 
UMK. 
“…Sebelum melakukan demonstrasi, serikat buruh menyebarkan 
informasi kepada anggota-anggota agar ikut serta dalam 
demonstrasi menuntut kenaikan UMK. Secara internal, biasanya 
serikat buruh berkomentar dulu atau memberikan informasi kepada 
masyarakat mengenai pentingnya kenaikan UMK demi 
kesejahteraan buruh. Setelah itu, membentuk koalisi berupa 
gabungan beberapa serikat buruh untuk melakukan demonstrasi 
besar-besaran. Pada prosesnya, serikat buruh melakukan 
penekanan berupa demonstrasi dulu atau kritik melalui berbagai 
media dan setelah itu baru dilakukan perundingan…”136  
                                                        
135 Wawancara Informan Muis, 27 Agustus 2016. 
136 Wawancara Informan Muis, 27 Agustus 2016. 
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Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa demonstrasi merupakan 
saluran kepentingan utama serikat buruh. Demonstrasi yang dilakukan 
serikat buruh adalah bentuk tekanan dan kritik kepada pemerintah dan 
pengusaha agar UMK dinaikkan. Setelah itu, perundingan atau negosiasi 
melalui perwakilan langsung dapat dilakukan oleh serikat buruh baik itu 
dengan pihak pengusaha maupun pihak pemerintah. 
Tampak juga serikat buruh menggunakan media internet dalam 
melakukan gerakannya. Baik itu SPBI, SPSI, Kahutindo dan GSBN 
memiliki website/blog dan sosial media. Penggunaan media internet ini 
difokuskan untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan serikat buruh, tuntutan 
serikat buruh terhadap kenaikan upah minimum, kritik terhadap sistem 
ketenagakerjaan dan juga kritik terhadap perusahaan-perusahaan yang 
melakukan ketidakadilan. 
Hal ini juga mengindikasikan bahwa gerakan serikat buruh Kota 
Makassar juga telah menyadari pentingnya media internet untuk 
melancarkan kritik dan tuntutannya serta memperoleh dukungan 
masyarakat. Dalam proses negosiasi UMK di Dewan Pengupahan Kota 
Makassar, terjadi tarik menarik kepentingan yang akan dijelaskan pada 
sub bab selanjutnya, namun setelah ditetapkannya nilai UMK Makassar, 
tampak tak ada lagi protes dari serikat buruh. Walau informan menyatakan 
nilai UMK tersebut masih berat, namun umumnya mereka menerima nilai 
UMK Makassar tahun 2016 tersebut. 
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Penerimaan serikat buruh terhadap nilai UMK tersebut lantas tidak 
membuat serikat buruh lengah dalam melancarkan gerakannya. Serikat 
buruh memiliki peran yang penting dalam melakukan gerakan sosial 
berupa pengawasan dan pengontrolan terhadap perusahaan yang belum 
melaksanakan besarnya nilai UMK yang baru. 
“…Sekitar 11,5% kenaikan UMK Makassar untuk tahun 2016 jika 
dibandingkan tahun 2015. Kenaikan ini cukup pas-pasan bagi para 
buruh karena memang disesuikan dengan KHL, inflasi dan 
pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. Namun, tidak dipungkiri juga 
jika serikat buruh punya peran penting karena tidak hanya 
keterlibatan kami di Dewan Pengupahan Kota Makassar, tapi kami 
juga melakukan aksi turun ke jalan dengan membentuk gabungan 
serikat buruh bersama dengan mahasiswa untuk terus menyuarakan 
kenaikan UMK sebelum ditetapkannya. Tidak hanya itu, pengawasan 
dan pengontrolan penting juga setelah ditetapkannya UMK karena 
masih banyak perusahaan di Makassar yang belum melaksanakan 
ketentuan tersebut, sementara mereka juga tidak melakukan 
penangguhan. Hal ini disebabkan untuk melakukan penangguhan 
prosesnya terlalu lama…”137  
Proses mempengaruhi kenaikan UMK Makassar biasanya 
dilakukan oleh serikat buruh dengan membentuk front gabungan serikat 
buruh bersama dengan kelompok-kelompok mahasiswa untuk melakukan 
demonstrasi guna menyuarakan kenaikan UMK Makassar. Pada proses 
tersebut, serikat buruh telah berperan dalam menjalankan demokrasi 
berupa kebebasan berpendapat. 
Gerakan serikat buruh tidak hanya mempengaruhi proses 
penetapan UMK Makassar, namun yang lebih penting lagi adalah 
pengawasan dan pengontrolan kepada pihak pengusaha dalam 
penerapan kebijakan UMK yang baru. Tidak dipungkiri di Kota Makassar 
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masih terdapat perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan UMK 
yang baru, namun di sisi lain perusahaan tersebut juga tidak melakukan 
penangguhan. 
Menurut Informan Syaharuddin selaku Ketua Serikat Buruh 
Kahutindo, banyak perusahaan yang enggan melakukan penangguhan 
karena persyaratannya banyak dan prosesnya lama. Sementara Informan 
Darnisa selaku Humas Disnaker Kota Makasssar menyebutkan bahwa 
setelah penetapan UMK Makassar tahun 2016, tak satupun perusahaan di 
Kota Makassar yang melakukan penangguhan. 
Dewan Pengupahan Kota Makassar memberikan ruang bagi semua 
pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama membahas upah 
minimum yang akan diusulkan kepada walikota lalu ditetapkan oleh 
Gubernur Sulawesi Selatan. Namun, sekalipun UMK telah ditetapkan 
tentu tidak selamanya berjalan dengan mulus. Tidak sedikit perusahaan 
yang membayar upah buruh masih di bawah UMK yang berlaku. Informan 
Darnisa mencoba menjelaskan persoalan ini. 
“…Kadang memang ada perusahaan yang membayar upah masih di 
bawah UMK yang berlaku, tapi ada aturan jika perusahaan tersebut 
dapat melakukan penangguhan sampai jangka waktu tertentu hingga 
mampu membayar UMK. Permasalahan yang biasanya sering terjadi 
terkait upah sundulan. Jadi, penetapan upah minimum itu 
diberlakukan bagi pekerja lajang yang masa kerjanya di bawah satu 
tahun, tapi kalau di atas satu tahun, aturannya harus di atas UMK. 
Mengenai besar persentasenya itu diselesaikan antara perusahaan 
dengan karyawan secara bipartit…”138  
Ada indikasi bahwa sekalipun terdapat “aturan main” dalam 
penetapan upah minimum, tidak serta merta dilaksanakan secara 
                                                        
138 Wawancara Informan Darnisa, 2 Agustus 2016. 
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sempurna di lapangan. Oleh karena itu, masing-masing aktor dapat 
bertindak menjadi pengontrol atau pengawas. Pemerintah memiliki 
perangkat pengawasan untuk hal ini, namun aktor yang lain termasuk 
Serikat Buruh juga dapat mengambil peran penting dalam melakukan 
pengawasan terhadap implementasi besarnya nilai UMK di lapangan. 
“…Pelanggaran upah itu selalu ada di Kota Makassar, misalnya 
kemarin kami mengadvokasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. 
Gasina Multy Treding Pratama yang memecat 20 orang 
karyawannya yang bekerja di SPBU Rappocini. Ternyata setelah 
ditelusuri, perusahaan ini sudah lebih dari dua tahun membayarkan 
upah itu di bawah UMK. Tahun 2014 itu, kami bawa kasus ini ke 
Disnaker Kota Makassar tapi nanti baru mau ditindaklanjuti setelah 
September 2015. Tapi, sampai sekarang kasus ini belum di bawa ke 
pengadilan, padahal seharusnya sudah ada di sana. Itupun Disnaker 
baru mau menyelidiki kasus ini setelah kami demo dan mendesak 
berkali-kali…”139  
Pemecatan 20 karyawan oleh PT. Gasina Multy Treding Pratama 
dinilai oleh SPBI sebagai bentuk ketidakadilan karena lebih dari dua tahun 
perusahaan memberikan gaji kepada karyawannya di bawah nilai upah 
minimum Kota Makassar. Dalam kasus seperti ini, gerakan serikat dinilai 
sangat penting untuk mendesak Disnaker Kota Makassar melakukan 
penyelidikan. Bahkan SPBI harus melakukan demonstrasi berkali-kali agar 
Disnaker Kota Makassar mau menyelidiki kasus, namun sampai saat ini 
kasus ini baru sebatas penyelidikan belum sampai di pengadilan. 
“…Memang banyak perusahaan tidak melalukan penangguhan 
upah…lembaga bipartit dan tripartit juga kurang efektif karena 
banyak juga perusahaan tidak mau melakukan perundingan atau 
melakukan perundingan, namun tetap juga dilanggar. Tahun 2013, 
Kami bersama Serikat Buruh UB. Jastasma menuntut Perum Bulog 
UB Jastasma Makassar karena upah yang diberikan kepada pekerja 
sangat rendah, paling tinggi hanya 1 juta rupiah per bulan. Pihak 
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perusahaan juga melakukan intimidasi dan ancaman PHK. Kami 
sudah mengirim surat untuk Bipartit tapi tidak diindahkan, akhirnya 
kami melapor ke kepolisian dan melakukan mogok kerja…kemarin 
itu Kami juga melakukan aksi demo di DPRD dan Disnaker, Kami 
menuntut agar CV Neptunus Nugraha dan PT Triton Nusantara 
mempekerjakan kembali karyawan yang telah di PHK secara sepihak 
dan membayar upah di atas UMK. Kami sempat bermalam di 
Disnaker. PHK juga terjadi terhadap 6 karyawan pada PT. Surya 
Madistrindo, Kami juga demo di depan kantornya…”140 
Pihak SPBI menyatakan bahwa kebanyakan perusahaan-
perusahaan enggan melakukan penangguhan upah padahal banyak 
kasus dilapangan perusahaan membayar upah di bawah UMK Makassar. 
Lembaga Kerja Sama Bipartit dan LKS Tripartit kadang juga diabaikan 
oleh perusahaan ketika serikat buruh meminta melakukan perundingan. 
Sejak tahun 2013 semenjak adanya kebijakan hubungan industrial, SPBI 
bersama dengan Serikat Buruh UB. Jastasma melakukan demonstrasi, 
mogok kerja dan menuntut Perum Bulog UB. Jastasma karena telah 
membayar upah kepada karyawan di bawah upah minimum. Saat serikat 
buruh meminta perundingan secara bipartit, malah perusahaan tidak 
memenuhinya. Tahun 2016, SPBI juga mengadvokasi beberapa kasus 
dengan melakukan demonstrasi atas PHK sepihak dan upah yang di 
bawah UMK oleh CV. Neptunus Nugraha, PT Triton Nusantara dan PT. 
Surya Madistrindo. 
Kebanyakan kasus terkait dengan PHK sepihak dan upah di bawah 
standar serta berbagai jaminan sosial yang tidak dipenuhi oleh 
perusahaan. Keterangan dari Informan Haedir juga menunjukkan 
lambatnya Disnaker Kota Makassar dalam melakukan penyelidikan terkait 
                                                        
140 Wawancara Informan Muhammad Haedir, 30 Oktober 2016. 
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pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, serikat 
buruh menyadari pentingnya melakukan gerakan sosial guna mendesak 
perusahaan dan pemerintah agar memberikan hak-hak pekerja. Informan 
Darnisa juga menjelaskan beberapa kasus yang ditangani oleh pihak 
Disnaker. 
“…Selama tahun 2016 ini, kasus yang ditangani Disnaker misalnya 
permasalahan Rumah Makan Ulu Juku yang dari 130 karyawannya 
itu hanya belasan saja yang diberikan gaji sesuai dengan UMK. 
Inikan sudah melanggar undang-undang ketenagakerjaan, akhirnya 
kami memediasi secara bipartit perundingan antara pihak 
perusahaan dengan karyawan untuk menyelesaikan kasus ini…Ini 
juga baru-baru ada laporan masuk soal karyawan Yamaha Suraco 
Jaya Abadi yang melakukan demo di depan kantornya menuntut 
pihak perusahaan agar memberikan upah sesuai upah minimum. 
Kami terima laporannya dari Gerakan Serikat Buruh Mandiri 
Indonesia (GSBMI), ini sementara kami tindak lanjuti…”141  
Beberapa kasus yang ditangani Disnaker seperti Rumah Makan Ulu 
Juku dan Yamaha Suraco Jaya Abadi juga menunjukkan adanya bentuk 
pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terkait ketidaksesuai sistem 
penggajian dengan nilai UMK Makassar yang telah disahkan. Kebanyakan 
laporan diterima oleh Disnaker Kota Makassar langsung dari Serikat 
Buruh dan jika pihak Disnaker tidak mengindahkannya, serikat buruh akan 
mendesak dengan melakukan demonstrasi di depan kantor Disnaker Kota 
Makassar atau depan Kantor DPRD Kota Makassar, bahkan serikat buruh 
juga tidak segan-segan untuk melakukan mogok kerja jika tuntutan 
mereka tidak ditanggapi. 
Laporan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar juga 
menginformasikan banyaknya buruh yang belum menerima upah sesuai 
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dengan ketentuan UMK Makassar. LBH melaporkan bahwa sejak awal 
tahun 2015 sampai Oktober 2016 terdapat kurang lebih 100 orang telah 
mengeluhkan gajinya karena di bawah rata-rata UMK Makassar. Pihak 
LBH Makassar juga menilai Pemerintah Kota Makassar tidak tegas dalam 
melakukan pengawasan terhadap perusahaan dalam memberikan 
upah.142 
Masih adanya pekerja yang menerima upah dari perusahaan di 
bawah UMK Makassar mengindikasikan pentingnya gerakan serikat buruh 
dalam menuntut agar hak-hak pekerja dapat terpenuhi. Padahal, jika 
sebuah perusahaan merasa berat terhadap besarnya nilai UMK yang 
ditetapkan, maka dapat mengajukan penangguhan upah minimum. 
Kebijakan penangguhan upah minimum termaktub dalam keputusan 
Gubernur Sulawesi Selatan tentang penetapan UMK Makassar tahun 
2016 berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor 231 Tahun 2003 tentang Penangguhan Upah Minimum. 
Berdasarkan kebijakan tersebut, persetujuan penangguhan 
ditetapkan oleh gubernur untuk jangka waktu paling lama 12 bulan. 
Setelah terbitnya izin penangguhan, perusahaan tersebut dapat 
memberlakukan upah minimum sesuai upah minimum yang lama atau 
membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum yang lama tapi 
lebih rendah dari upah minimum yang baru. Selama proses penangguhan, 
perusahaan tersebut diwajibkan menaikkan upah minimum secara berkala 
                                                        
142 Marwah, 2016, LBH Makassar, Masih Banyak Buruh Diupah Di Bawah UMK, 
http://kabarmakassar.com/lbh-makassar-masih-banyak-buruh-diupah-di-bawah-umk/, 
Diakses 29 Oktober 2016. 
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hingga berakhirnya izin penangguhan upah minimum yang diberikan 
harus sudah sesuai dengan upah minimum yang baru.143 
Melalui kebijakan penangguhan tersebut, setidaknya 
mengakomodasi perusahaan-perusahaan yang tidak mampu 
menyesuaikan secara langsung dengan aturan upah minimum yang baru. 
Namun kenyataannya, selama tahun 2016, laporan Disnaker Kota 
Makassar menunjukkan tidak adanya perusahaan yang mengajukan 
penangguhan upah minimum, sementara di lapangan masih banyak kasus 
terkait penerapan upah. 
Terkait dengan kasus-kasus yang telah disebutkan sebelumnya, 
permasalahan yang juga seringkali terjadi di Kota Makassar, yaitu 
mengenai upah sundulan. Sebagaimana yang telah ditekankan 
sebelumnya, UMK hanya berlaku bagi pekerja lajang atau pekerja dengan 
masa kerja di bawah satu tahun. Sementara, keputusan Gubernur 
Sulawesi Selatan menekankan bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 
satu tahun, maka upah yang diterimanya harus di atas upah minimum 
yang baru. Penyesuaian upah untuk pekerja dengan masa kerja di atas 
tahun tersebut disebut sebagai upah sundulan. 
Penetapan upah minimum dipandang sebagai instrumen kebijakan 
yang sesuai untuk mencapai kepantasan dalam hubungan kerja, dan 
memiliki beberapa tujuan.144 Pertama, mengurangi persaingan tidak sehat 
                                                        
143 Pasal 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231 Tahun 
2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. 
144 Yunus Shamad, 1992, Pengupahan Pedoman Bagi Pengelola Sumber Daya 
Manusia, Jakarta, Bina Sumber Daya Manusia, hal. 83-84. 
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antara buruh dalam pasar kerja disebabkan karena tidak sempurnanya 
pasar kerja. Kedua, melindungi daya beli buruh yang berpenghasilan 
rendah karena tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan menurunnya daya 
beli buruh. Ketiga, mengurangi kemiskinan, karena adanya kenaikan upah 
minimum setahap demi setahap kaum buruh yang miskin akan berkurang. 
Keempat, meningkatkan produktivitas kerja, karena dengan adanya upah 
minimum maka pengusaha yang membayar upah rendah akan didorong 
menaikkan upah buruhnya. Hal ini mendorong pengusaha untuk 
meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan agar mampu 
membayar upah minimum. 
Kelima, lebih menjamin upah yang sama bagi pekerjaan yang sama, 
dengan adanya upah minimum maka perbedaan upah antara perusahaan 
yang satu dengan yang lain untuk pekerjaan yang sama akan berkurang 
karena perusahaan yang membayar rendah terpaksa meningkatkan upah 
buruhnya. Keenam, mencegah terjadinya perselisihan, dengan ketetapan 
upah minimum akan mempengaruhi perubahan struktur/tingkat upah di 
perusahaan, karena itu perselisihan mengenai upah yang biasa terjadi 
dapat dihindari, karena meningkatkan daya beli masyarakat pada akhirnya. 
Ketujuh, mencegah menurunnya upah, karena tidak seimbangnya pasar 
kerja, disebabkan penawaran yang melebihi dari permintaan tenaga buruh. 
Di Indonesia, penerapan upah minimum diterapkan sejak tahun 
1970-an. Sejak pertengahan tahun 1990-an, kebijakan upah minimum di 
Indonesia terus meningkat setelah mendapat tekanan dari internasional. 
114 
 
Sebelum tahun 2000, tingkat upah minimum  ditetapkan oleh Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menetapkan tingkat upah minimum 
untuk tiap-tiap provinsi di Indonesia atau dikenal dengan sebutan Upah 
Minimum Regional (UMR). Tetapi dengan diberlakukannya otonomi 
daerah, maka mulai tahun 2000 tanggung jawab menetapkan upah 
minimum berada di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. UMR 
berubah nama  menjadi UMP dan upah minimum kota/kabupaten.145 
Pemindahan kewenangan dalam penetapan tingkat upah minimum 
kepada pemerintah kota/kabupaten memiliki dampak yang besar terhadap 
tren upah minimum. Ditambah lagi dengan adanya tekanan dari pekerja di 
daerah dan semakin kuatnya serikat pekerja pada level regional memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan upah minimum di banyak 
provinsi di Indonesia. Wewenang dalam menetapkan upah minimum ke 
tingkat provinsi dan kabupaten membuka kemungkinan bagi pekerja untuk 
meluncurkan kampanye lokal yang bertujuan mendorong politisi untuk 
meningkatkan tingkat upah. 
Gerakan serikat buruh di Kota Makassar sebagai kelompok yang 
mengutamakan kepentingan buruh telah menunjukkan perannya dalam 
memperjuangkan kenaikan dan penerapan upah minimum. Serikat buruh 
di Kota Makassar melakukan berbagai bentuk gerakan, seperti 
pemanfaatan website dan sosial media untuk menyebarkan informasi, 
                                                        
145 Izzaty & Rafika Sari, 2013, Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Indonesia, 
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 4, No. 2, Desember 2013, hal. 131-145. 
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melakukan demonstrasi dan mogok kerja agar perusahaan dan 
pemerintah dapat memmenuhi hak-hak pekerja. 
B. Tarik Menarik Kepentingan dalam Penetapan Upah Minimum Kota 
Makassar 
Secara umum, peneliti menemukan dan menganalisis tarik menarik 
kepentingan dalam penetapan UMK Makassar tahun 2016 sebagai bentuk 
perseteruan kepentingan antara pihak serikat buruh dan pihak Apindo. 
Perseteruan kedua aktor tersebut menempatkan pemerintah dan pihak 
akademisi sebagai posisi penentu dalam menetapkan UMK Makassar 
dengan mempertimbangkan hasil survei KHL oleh Dewan Pengupahan 
Kota Makassar serta mempertimbangkan kepentingan pihak serikat buruh 
dan Apindo. 
1. Kepentingan pihak Serikat Buruh dan Apindo dalam penetapan 
Upah Minimum Kota Makassar 
Baik pengusaha maupun serikat buruh adalah dua aktor yang 
memiliki kepentingan dalam setiap proses penetapan UMK Makassar di 
setiap tahunnya. Pihak pengusaha melalui Apindo (Asosiasi Pengusaha 
Indonesia) Sulawesi Selatan seringkali melontarkan bahwa penetapan 
UMK haruslah realistis tentunya dengan mengutamakan iklim dunia usaha. 
Pihak pekerja/buruh melalui serikat buruh lebih mengutamakan kenaikan 
UMK karena kebutuhan hidup layak para pekerja/buruh juga mengalami 
peningkatan setiap tahunnya. 
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Perbedaan pandangan tersebut dilontarkan sebagai salah satu 
strategi mempengaruhi besarnya nilai penetapan UMK. Berbagai saluran 
komunikasi digunakan oleh kedua aktor tersebut baik itu media online, 
media cetak maupun media elektronik lokal. Strategi mempengaruhi 
tersebut biasanya massif dilakukan sebelum penetapan UMK yang tidak 
lain berguna dalam pembentukan opini publik. Bahkan serikat buruh 
melakukan penekanan melalui gerakan demonstrasinya. 
Secara ekonomi, semakin tinggi kenaikan upah minimum, maka 
semakin banyak biaya tenaga kerja yang akan dikeluarkan oleh pihak 
pengusaha, sementara logika pengusaha sangat menekankan efisiensi 
biaya dengan profit sebesar-besarnya. Sedangkan bagi pihak serikat 
buruh, kenaikan UMK yang signifikan akan berdampak pada 
kesejahteraan buruh/pekerjaan dan pada akhirnya fungsi produksi 
buruh/pekerja dalam dunia usaha dapat meningkat. Di sisi lain, terdapat 
kebijakan upah minimum yang diseragamkan kepada semua pihak 
pengusaha yang nilai asetnya di atas 50 juta rupiah dan mengalami 
perubahan setiap tahunnya. Secara politik, posisi tersebut menyebabkan 
terjadinya tarik menarik kepentingan antara pihak pengusaha dan serikat 
buruh dalam mempengaruhi besarnya nilai UMK setiap tahunnya. 
“…Kami dari SPSI itu awalnya menuntut kenaikan UMK tahun 2016 
sebesar 30% dari tahun sebelumnya. Kami mengkajinya 
berdasarkan kebutuhan hidup layak para pekerja/buruh. Pada 
akhirnya besarnya kenaikan hanya 11,5%. Itupun kami sudah terima 
karena memang banyak indikator yang diukur dalam penetapan 
UMK, seperti inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kalau Apindo 
itu, tahun 2015, mereka menganggap besarnya penetapan UMK 
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cenderung dipaksakan. Di tahun 2016 juga demikian, padahal ini 
sudah keputusan bersama…”146  
Berdasarkan pemaparan tersebut, tampak serikat buruh 
menginginkan kenaikan upah minimum hingga 30% pada tahun 2016. 
Tolak ukurnya berdasarkan kebutuhan hidup layak para pekerja yang 
cenderung meningkat setiap tahunnya. Dengan demikian, kepentingan 
serikat buruh fokus pada kesejahteraan buruh/pekerja. 
“…Kalau hasil pengkajian kami dari SPBI, nilai KHL bagi pekerja 
lajang itu seharusnya Rp.2.900.000,- sementara hasil rapat Dewan 
Pengupahan Kota Makassar menetapkan nilai KHL tahun 2016 
sebesar Rp 1.976.956,-. Tentu berbagai pertimbangan 
mempengaruhi besarnya nilai KHL termasuk pertimbangan 
kepentingan pihak pengusaha…”147  
Perhitungan SPBI terkait nilai KHL bagi pekerja lajang berada pada 
kisaran Rp. 2.900.000,-. Hasil perhitungan ini bahkan jauh di atas nilai 
KHL yang ditetapkan Dewan Pengupahan Kota Makassar untuk tahun 
2016. Diketahui bahwa SPBI memiliki afiliasi yang kuat dengan 
Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) yang dikenal sebagai serikat buruh 
yang sangat kuat menekan pemerintah dan pengusaha terkait 
pengupahan dan ketenagakerjaan. 
Sebelumnya Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI) 
menuntut Pemerintah Kota Makassar agar menetapkan UMK Makassar 
tahun 2016 sebesar Rp 3.800.000,- atau meningkat sebesar 83,1 % dari 
UMK Makassar tahun 2015. Pihak FSPBI menganggap tuntutan tersebut 
rasional karena sistem pengupahan yang berlaku saat ini masih carut 
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147 Wawancara Informan Muhammad Haedir, 19 Agustus 2016. 
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marut, mulai dari mekanisme penetapan item-item Survei Kebutuhan 
Hidup Layak (KHL), penegakan hukum dan keberpihakan pemerintah 
kepada pengusaha.148 
Pihak FSBI menganggap Survei KHL yang dilakukan oleh Dewan 
Pengupahan tidak memasukkan kebutuhan buruh untuk sosialisasi 
dengan lingkungan, kebutuhan berserikat, kepemilikan rumah dan 
kebutuhan lainnya. 149  Jadi, selain mengkritik kebijakan upah minimum 
yang tidak berlandaskan pada nilai KHL, serikat buruh juga mengkritik 
bahwa dalam survei KHL yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kota 
Makassar tidak memasukkan beberapa komponen. Oleh karena itu, 
kepentingan serikat buruh, yaitu penetapan upah minimum berdasarkan 
nilai KHL dan kenaikan upah minimum sebesardi atas Rp 2.900.000,-. 
Adapun pihak pengusaha yang diwakili oleh Apindo (Asosiasi 
Pengusaha Indonesia) Sulawesi Selatan tentunya menganggap keinginan 
serikat buruh tersebut terlalu berat bagi para pengusaha. Sebelumnya 
Apindo menganggap bahwa kenaikan UMK tahun 2016 tersebut 
membebani pengusaha. Kenaikan upah yang tinggi dapat menimbulkan 
konsekuensi berkurangnya penyerapan tenaga kerja karena UMK tersebut 
diberikan pada buruh pemula atau masa kerja 0-1 tahun. Kondisi ini 
tentunya menimbulkan beban psikologi bagi para pengusaha.150 
                                                        
148 Asrul, 2015, Buruh Tuntut UMK 2016 Rp 3,8 Juta, upeks.co.id, Diakses 1 Juli 
2016. 
149 Ibid. 
150 Asrul, 2015, UMK Makassar 2016 Rp 2,3 Juta, upeks.co.id, Diakses 1 Juli 2016. 
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Kepentingan Apindo tidak juga menginginkan penurunan UMK 
Makassar tahun 2016 dari tahun sebelumnya. Apindo juga menginginkan 
kenaikan UMK, tapi kenaikannya tidak terlalu signifikan. Hal ini tampak 
tanggapan Apindo mengenai kenaikan UMK Makassar tahun 2016 yang 
memberikan beban psikologi bagi pengusaha. Artinya, Apindo 
menginginkan UMK Makassar tahun 2016 di bawah angka Rp. 
2.313.625,-. Kondisi ini berarti Apindo tidak mampu berbuat apa-apa jika 
pengusaha melakukan pengurangan tenaga kerja. 
“…Pertimbangan Apindo itu melihat kondisi perkembangan ekonomi 
perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Makassar sehingga 
mereka selalu menuntut kenaikan UMK yang realistis, dalam artian 
jangan sampai kenaikan UMK yang berlebihan mempengaruhi 
kondisi kinerja perusahaan. Pada akhirnya perusahaan bisa saja 
melakukan pengurangan karyawan atau bisa juga perusahaan 
tersebut bangkrut…”151  
Fokus pihak pengusaha terletak pada pengarauh UMK terhadap 
kinerja perusahaan. Kenaikan UMK yang tidak realistis menyebabkan 
perusahaan mengalami kenaikan biaya tenaga kerja yang berdampak 
pada kenaikan harga barang dan jasa yang diproduksi. Kondisi tersebut 
pada akhirnya berdampak pada profit perusahaan karena walaupun 
dengan tingginya UMK membuat daya beli masyarakat tinggi, namun 
logika perusahaan dengan perusahaan lainnya adalah logika kompetisi. 
Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya PHK dan bukan tidak mungkin 
menyebabkan beberapa perusahaan bangkrut. 
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2. Pemerintah sebagai aktor penengah dalam penetapan Upah 
Minimum Kota Makassar 
Tarik menarik kepentingan antara pihak pengusaha dan pihak 
serikat pekerja di Kota Makassar terkait proses penetapan UMK 
membawa dampak pada peran pemerintah sebagai aktor penengah. Pada 
posisi tersebut, pemerintah memiliki fungsi dalam hal menetapkan 
kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan 
melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan undang‐undang 
ketenagakerjaan yang berlaku. 
“…Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Disnaker, selain juga 
terlibat dalam proses penetapan UMK juga melakukan pengawasan 
selama proses pembahasan UMK agar baik dari pihak pengusaha 
maupun pihak serikat pekerja tidak terjadi konflik yang diharapkan. 
Pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan untuk menentukan UMK 
dan pelanggaran terhadap kebijakan tersebut akan dikenai sanksi. 
Keberadaan LKS Bipartit dan Tripartit juga merupakan salah satu 
wadah agar pihak-pihak yang berkepentingan selama mekanisme 
pembahasan UMK dapat berdialog, saling berkomunikasi mencari 
solusi bagaimana baiknya agar tidak terjadi konflik yang diharapkan 
setelah penetapan UMK…”152  
Keberadaan Disnaker Kota Makassar sebagai perwakilan 
Pemerintah Kota Makassar menjadi penegah agar tidak terjadi 
perselisihan selama proses pembahasan UMK dan setelah penetapan 
UMK antara pihak pengusaha dan pihak serikat buruh. Kebijakan-
kebijakan yang dihasilkan pemerintah dan juga segala upaya dalam 
pengaturan hubungan industrial mengenai pengupahan dianggap penting 
agar pihak pengusaha maupun pihak pekerja/serikat buruh tidak dirugikan 
dari penetapan UMK. 
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Berbagai kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah tersebut 
tidak dipungkiri mengingat sebelumnya mekanisme penetapan upah 
minimum selalu diwarnai dengan politisasi, tekanan (presseur) dan aspek 
lainnya yang menyebabkan rendahnya kepastian hukum dan kepastian 
berusaha. Di sisi lain, masing-masing unsur, baik unsur Pengusaha 
maupun unsur Pekerja/Buruh memiliki kepentingan yang besar dan krusial 
dalam mekanisme penetapan upah selama ini sehingga hampir selalu 
terjadi konflik horizontal. Oleh karena itu, peran pemerintah hadir guna 
mengakomodir kepentingan dari unsur Pengusaha maupun Pekerja/Buruh 
dalam kaitannya dalam hal menetapkan Upah Minimum, walaupun diakui 
bersama ketidaksempurnaannya. 
Melalui berbagai kebijakan pengupahan yang terus diperbaharui 
termasuk kebijakan hubungan industrial diharapkan dapat menjaga 
keberlangsungan usaha dan keberlangsungan tenaga kerja. Upah pada 
dasarnya merupakan hak privat antara pemberi kerja dengan pekerja. 
Dalam hal ini pemerintah hadir dengan kebijakan Upah Minimum untuk 
melindungi pekerja agar tidak terperosok dengan kondisi pengupahan 
murah. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh 
pemerintah tidak hanya diharapkan mampu menjamin kesejateraan 
buruh/pekerja, namun juga bertujuan untuk melindungi warga (angkatan 
kerja) yang belum bekerja agar bisa masuk ke dalam pasar 
ketenagakerjaan dan juga sekaligus bertujuan melindungi dunia usaha 
agar dapat berkembang serta meningkatkan lapangan kerja. 
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Kondisi ini tampak setelah ditetapkannya UMK Makassar tahun 
2016, umumnya pihak serikat buruh telah menerima ketetapan tersebut. 
Hanya saja pada aspek penerapan nilai UMK tersebut, masih banyak 
buruh yang mendapatkan gaji di bawah UMK tahun 2016. Hal ini berarti 
serikat buruh di Kota Makassar harus lebih fokus pada gerakan sosial 
sehingga pelanggaran-pelanggaran oleh perusahaan dan lemahnya 
pengawasan pemerintah dapat diminimalisir. 
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BAB VI 
PENUTUP 
Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran. Peneliti menyimpulkan 
hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. 
Kesimpulan disajikan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian 
ini, sementara saran-saran menyajikan rekomendasi yang diperlukan 
sebagai tindak lanjut dari penelitian ini. 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dianalisis 
sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu: 
1. Peran serikat buruh dalam memperjuangkan kenaikan Upah Minimum 
Kota Makassar, antara lain: 
a. Perspektif kelembagaan telah memberikan arah bagi perjuangan 
serikat buruh untuk melakukan gerakan di Dewan Pengupahan 
Kota Makassar dengan terlibat aktif dalam Survei KHL serta 
mengutamakan perundingan dalam menentukan nilai Upah 
Minimum Kota Makassar. 
b. Gerakan serikat buruh sebagai kelompok kepentingan dalam 
bentuk demonstrasi, pemanfaatan media internet dan mogok kerja 
mengindikasikan masih adanya pelanggaran upah yang dilakukan 
oleh perusahaan-perusahaan dan juga menunjukkan masih 
lemahnya pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. 
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2. Tarik menarik kepentingan dalam penetapan Upah Minimum Kota 
Makassar menunjukkan bahwa kepentingan serikat buruh fokus pada 
kesejahteraan buruh/pekerja sehingga menginginkan kenaikan UMK 
yang signifikan, sedangkan kepentingan pihak Apindo terletak pada 
pengaruh UMK terhadap kinerja perusahaan sehingga kenaikan UMK 
yang tidak realistis menyebabkan terjadinya PHK. Walau demikian, 
pemerintah berperan sebagai aktor penengah sehingga tarik menarik 
kepentingan tersebut dapat terselesaikan dengan baik. 
B. Saran 
Adapun saran-saran yang dikemukakan berdasarkan 
kesimpulan dalam penelitian ini, antara lain: 
1. Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sebagai perwakilan Pemerintah 
Kota Makassar hendaknya meningkatkan pengawasan kepada 
perusahaan-perusahaan yang belum menjalan upah minimum kota 
yang baru baik yang belum maupun yang telah melakukan 
penangguhan. 
2. Melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit, dialog mengenai “aturan 
main” yang baru dalam mekanisme penetapan upah minimum yang 
tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenegakerjaan Nomor 21 
Tahun 2016 Tentang KHL harusnya menjadi persoalan utama yang 
harus diselesaikan. 
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3. Sosialisasi bersama melalui LKS Tripartit dapat dilakukan guna 
meningkatkan kemauan pekerja/buruh bergabung dalam serikat 
buruh yang ada di Kota Makassar. 
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